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ABSTRAK

Nama Penulis : Nurnanda

NIM : 19.3.09.0002

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama
Kelas I A Palu

E-Court merupakan implementasi dari Perma No. 7 Tahun 2022 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang
diterapkan oleh Pengadilan Agama Kelas | A Palu sejak 2020 sebagai bentuk
pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di bidang perdata dengan
mendaftarkan perkaranya melalui online.. Beberapa langkah yang dilakukan untuk
mendaftarkan perkara melalui e-Court yaitu: Pendaftaran Akun Pengguna
Terdaftar, Login, Pendaftaran Perkara Terdiri Dari Beberapa Tahap Yaitu: Memilih
Pengadilan, Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara),
Pendaftaran Kuasa, Mengisi Data Pihak, Upload Berkas Gugatan, Elektronik
SKUM (E-SKUM). Pembayaran (E-Payment) dan Persidangan Online (E-Litigasi).
Penelitian ini menjelas sejauh mana efektivitas pelaksanaan e-Court di Pengadilan
Agama Palu dalam melayani masyarakat pencari keadilan di Kota Palu yang tinggal
berada dibawah wilayah yurisdiksinya dengan tujuan memudahkan karena lebih
efisien dan menghemat waktu serta tidak berbelit-belit sebagai bentuk perwujudan
dari asas peradilan sederhana cepat, dan biaya ringan.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum empiris. Penelitian hukum empiris (empirical legal research) merupakan
salah atu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya
hukum didalam masyarakat. Dalam hal ini, peneliti berusaha mengkaji bagaimana
efektivitas e-Court bekerja di Pengadilan Agama Kelas | A Palu. Adapun teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi pustaka, dan
dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Court di Pengadilan
Agama Kelas | A Palu terlaksana telah menciptakan efektivitas dalam beracara,
namun demikian masih ada yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya
seperti panggilan dan jaringan sistem yang error disamping itu terdapat faktor yang
mendukung jalannya e-Court hakim yang paham teknologi, tenaga IT yang ahli
serta sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan persidangan e-Court.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini pelaksanaan e-Court di
Pengadilan Agama Kelas | A Palu telah menciptakan efektivitas dalam beracara
membawa kemudahan bagi masyarakat para pencari keadilan maupun advokat,
keberadaan sistem e-Court, sebagai terobosan baru mencapai sistem berperkara
yang efektif memberikan reformasi yang pesat sebagai kemajuan sistem informasi
dan juga Hukum Acara.

Ul



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan
pengadilan yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui
putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-
undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di
semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan
Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan
berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa
mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4
dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14
Tahun 1970).}

Pengadilan Agama (PA) merupakan sebuah lembaga dilingkungan
Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai
Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang
untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-
orang yang beragama islam dibidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf,
shodagoh dan ekonomi syariah. Penyampaian jadwal sidang adalah salah satu

bagian dari kegiatan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara.?

!Mahkamah Agung Tugas Pokok dan Fungsi. https://badilag.mahkamahagung.go.id /tugas-
pokok-dan-fungsi-mahkamah-agung. (9 Maret 2023).

2Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, Imas Indah Lestari, “Efektivitas Penerapan Sistem E-
Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian” Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah dan
Ahwal Al-Syakhsiyyah vol. 4 no. 2 Juli-Desember 2021, 135-148.


Mahkamah%20Agung%20Tugas%20Pokok%20dan%20Fungsi

Pengadilan Agama yang bernaung dibawah Mahkamah Agung terdiri dari
dua tingkatan. Tingkatan pertama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
Sedangkan tingkatan kedua (tingkat banding) disebut Pengadilan Tinggi Agama
yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah
provinsi.®

Laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya juga menuntut
semua sektor penyelenggara negara untuk mengadopsi penggunaan teknologi
informasi. Pengaturan atas tata kelola teknologi informasi pada penyelenggaraan
negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.*

Perkembangan kehidupan manusia yang menekankan pada pola digital
economy, artificial intelligience, big data, robotic, dan lain sebagainya. Fenomena
ini lebih dikenal dengan sebutan disruptive innovation. Menghadapi fenomena
tersebut, dunia hukum juga dituntut untuk melakukan perubahan- perubahan yang
signifikan dalam melakukan tindakan hukum, salah satunya adalah dengan adanya
aplikasi e-Court. Dalam beracara di pengadilan agama, sebelum seseorang atau
kuasa hukumnya mengajukan permohonan atau gugatan maka terlebih dahulu

melakukan registrasi atau pendaftaran perkara. Dalam pendaftaran perkara tersebut,

3 Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar llmu Hukum. (Edisi Kedua; Depok: PT.
RajaGrafindo Persada, 2013) 22.

“Amran Suadi, Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di
Pengadilan Secara Elektronik, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 58. dalam Roni Pebrianto,
Ikhwan, Zainal Anwar, Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Di
Pengadilan Agama Painan), Journal Al-Ahkam vol. XXII no. 1 (Juni 2021), 181-182.



juga dikenal istilah penerimaan berkas-berkas dengan sistem meja yakni meja |
sampai dengan meja 111.°

Dengan mengetahui tugas dari setiap meja, maka dalam mengajukan
perkara di pengadilan agama dapat langsung menuju meja-meja yang telah
disediakan. Sehingga jangan sampai seorang advokat atau kuasa hukum dalam
pendampingannya dengan klien masih terkendala dalam pendaftaran perkara.
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman. Dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya
ringan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi
kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.®

Maka itu perlu adanya terobosan baru yang dipadukan dengan kecanggihan
teknologi zaman sekarang. Sistem online menjadi terobosan baru dalam
penyelenggaraan peradilan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa
jaringan internet maka dapat membuat sistem dalam membentuk aplikasi yang
disebut e-Court. Dengan sistem pengoprasian online maka orang yang mencari
keadilan tidak perlu mendaftar dengan datang langsung ke tempat Pengadilan
Agama setempat.’

Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara pemegang kekuasaan
kehakiman, dewasa ini melakukan inovasi untuk perkembangan peradilan di
Indonesia. Pada tanggal 29 Maret 2018 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di

> Muchammad Razzy Kurnia “Pelaksanaan E-Court dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat” (Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

& Muchammad Razzy Kurnia “Pelaksanaan E-Court dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat” (Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

" 1bid.



Pengadilan Secara Elektronik. Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2019 aturan di
dalam Perma tersebut disempurnakan dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik. Secara umum cakupan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2018 hanya sebatas administrasi perkara saja sedangkan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 selain mencakup adminsitrasi perkara
secara elektronik, juga mengakomodir pelaksanaan persidangan secara elektronik
kemudian pada tanggal 10 oktober 2022 diubah ke Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
secara Eletronik.®

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini merupakan
inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam
mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice reform) yang
mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (IT for
Judiciary)”. Jika sebelumnya pengadministrasian perkara dilakukan secara manual
maka pengadministrasian perkara manual perlahan mulai dialihkan dengan
menerapkan pengadministrasian secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan
istilah e-Court.®

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan
terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar
Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan
secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan

(Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi e-Court perkara diharapkan

8Roni Pebrianto, Ikhwan, Zainal Anwar, “Efektifitas Penerapan E-Court Dalam
Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Painan)”, Journal Al-Ahkam vol. XXII
no. 1 (Juni 2021), 181-182.

® 1bid.



mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara
secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan
pendaftaran perkara.”

Salah satu faktor yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis
adalah penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang
handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik.
Kehandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan professional dan
mempunyai mental yang baik. Faktor lainnya yang menentukan berfungsi atau
tidaknya suatu aturan hukum adalah tersedianya fasilitas sarana dan fasilitas yang
memadai bagi petugas pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sehubungan
dengan sarana dan fasilitas yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono
Soekanto memprediksi patokan efektivitas faktor tertentu dari fasilitas, di mana
fasilitas tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan
kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas petugas di tempat atau lokasi kerjanya.*!

Selain itu faktor masyarakat juga menentukan ukuran efektif atau tidaknya
suatu aturan hukum. Suatu hukum atau peraturan dikatakan efektif apabila
masyarakat dapat mengaplikasikannya sesuai dengan yang diharapkan atau
dikehendaki oleh aturan hukum tersebut. Sebaliknya peraturan dikatakan tidak
efektif apabila masyarakat tidak dapat mengaplikasikan aturan yang telah dibuat

karena aturan tersebut dinilai membebani masyarakat.*?

10 Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019),

11 Seerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada), 2010, 82. Dalam Roni Pebrianto, Ikhwan, Zainal Anwar, “Efektifitas
Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara” (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Painan),
Journal Al-Ahkam vol. XXII no. 1 (Juni 2021), 185.
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Salah satu instansi penegak hukum ada Pengadilan Agama Kelas | A Palu.
Selaku kekuasaan kehakiman yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Tugas Pokok Pengadilan Agama Palu Kelas | A sebagaimana
tugas Pengadilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, “Pengadilan Agama
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan,

Waris, Wasiat, Hibah, Wagqaf, Zakat, Infak, Sedekah, Ekonomi Syari’ah.™®

Pengadilan Agama Kelas | A Palu menggunakan e-Court dalam proses
peradilan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem peradilan. Sistem
e-Court memungkinkan proses pengadilan untuk dilakukan secara elektronik,
termasuk pengajuan dokumen, persidangan virtual, dan akses ke informasi perkara
melalui platform online. Dalam hal pendaftaran perkara online, hal ini juga
menjadikan titik menarik untuk diteliti, Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun
2019, layanan administrasi e-Court memiliki syarat-syarat tersendiri agar mendapat
hak akses, baik persyaratan bagi pengguna terdaftar maupun pengguna lain seperti
yang disebutkan oleh PERMA No 7 Tahun 2022, di mana pengguna terdaftar yang
dimaksudkan di sini adalah Advokat, sedangkan pengguna lain yang dimaksudkan
di sini merupakan para pencari keadilan.

Berdasarkan uraian di atas hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk
mengangkat Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan E-Court di Pengadilan

Agama Kelas I A Palu”.

13 pengadilan Agama Palu Kelas | A, “Fungsi dan Tugas Pokok Pengadilan Agama Palu
Kelas | A”, https://Pengadilanagamapalu.go.id/fungsi-dan-tugas-pokok-pengadilan-agama-palu.
(30 Desember 2022).



B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui pembahasan pokok dalam penelitian ini maka diperlukan
merumuskan pokok-pokok masalah, adapun rumusan masalah dalam skripsi ini

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama
Kelas | A Palu?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan E-Court di

Pengadilan Agama Kelas | A Palu?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
a. Untuk menjelaskan efektivitas pelaksanaan e-Court di Pengadilan
Agama Kelas I A Palu.
b. Untuk menjabarkan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan e-
Court di Pengadilan Agama Kelas I A Palu.
c. Untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan e-Court dengan
menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto.
2. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
berikut:
a. Manfaat Teoritis
1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan
gambaran teoritis mengenai perkembangan Teknologi digital
terutama tentang e-Court mendukung administrasi hukum yang
lebih praktis sesuai asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya

ringan.



2) Dapat memperkaya khazanah intelektual dan juga wawasan ilmu
pengetahuan mengenai sistem administrasi e-Court yang sedang
dikembangkan saat ini.

3) Agar menjadi menjadi bahan referensi bagi peneliti yang lain
terkait penelitian ini.

b. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan koreksi di
lingkungan Mahkamah Agung RI untuk sistem e-Court yang lebih
baik kedepannya dikarenakan Penelitian ini mengkaji tentang
penerapan e-Court di salah satu Pengadilan Agama di Indonesia
dan meninjau segi dari segi ke efektivitasannya, penelitian ini dapat
dipakai sebagai bahan masukan serta sumbangan penelitian baik
bagi Pemerintah maupun bagi para pemerhati hukum lainnya.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “Efektivitas Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama
Kelas I A Palu”. Untuk menghindari berbagai macam penafsiran skripsi ini maka
peneliti menjelaskan berbagai istilah yang terdapat dalam judul skripsi sebagai

berikut:

1. Efektivitas
Efektivitas adalah sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi atau
program dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, istilah efektivitas adalah
pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-

faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah



ditentukan. ** Dalam hal ini efektivitas pelaksanaan e-Court di Pengadilan
Agama Kelas | A Palu.
2. E-Court
E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan
terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran
Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online,
Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen
persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi e-Court perkara
diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima
pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu
dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.™®
3. Pengadilan Agama
Pengadilan adalah organisasi atau badan yang menjalankan tugas dan fungsi
peradilan tersebut. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam
dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagah, dan
ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama.t®

14 Asnawi, “Efektivitas Penyelenggaran Publik”, Jurnal (vol 1; UMM; 2016), 19. Dalam
Fahmi Putra Hidayat Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan
Agama Makassar. 2020.

15 Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court, 2019, 7.

16 Mahkamah Agung RI, “Pengertian Pengadilan”, https://badilag.mahkamahagung.go.id
/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama (9 Maret 2023).
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E. Garis-garis Besar Isi

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menggunakan sistematika
pembahasan sebagai berikut: Bab Pertama pendahuluan yang berisikan latar
belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan
garis-garis besar isi. Kemudian Bab Kedua kajian pustaka. Dimulai dari penelitian
terdahulu, tinjaun umum tentang efektivitas, tinjauan terhadap e-Court, peran
Mahkamah Agung, peradilan agama, dan kerangka berfikir. Kemudian Bab Ketiga
memuat tentang metode penelitian. Dimulai dari pendekatan dan desain penelitian,
lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan
data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data. Bab Keempat tentang
hasil dan pembahasan. Bab ini berisikan setting sosial lokasi penelitian, gambaran
umum tentang Efektivitas Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama Kelas | A
Palu beserta subbab-subabnya. Bab V berisikan kesimpulan dan implikasi

penelitian, sebagai bahan pertimbangan.



BAB 11
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah membahas suatu
masalah yang terkait dengan penelitian ini, penelitian terdahulu digunakan sebagai
referensi dalam menyelesaikan suatu masalah yang memiliki relevansi dengan
masalah yang diangkat oleh penulis. Penelitian yang relevan dengan penelitian

penulis lakukan diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul “Efektifitas Penerapan E-Court Dalam
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar” disusun oleh Fahmi Putra
Hidayat pada tahun 2020, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga
Islam Jurusan Peradilan Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin
Makassar.! Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang mana
bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis tentang menuju era
peradilan yang berbasis online. Kesimpulan dari penelitian ini adalah membahas
tatacara dalam pelaksanaan e-Court, peluang masuknya e-Court di Pengadilan
Agama Makassar. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-
sama membahas terkait efektivitas e-Court. Sedangkan perbedaannya adalah
penelitian tersebut fokus kepada tatacara dalam pelaksanaan e-Court mulai dari
Memilih Pengadilan, Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor
Perkara), Pendaftaran Kuasa, Mengisi Data Pihak, Upload Berkas Gugatan,
Elektronik SKUM (e-SKUM), Pembayaran (e-Payment) dan Mendapatkan Nomor

Perkara. Sedangkan penelitian ini membahas terkait faktor pendukung dan

! Fahmi Putra Hidayat “Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Agama Makassar” (Skripsi diterbitkan, oleh Jurnal QadauNa Volume 2 Nomor 1 2020)

11
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penghambat pelaksanaan e-Court sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana,
dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kelas | A Palu.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-
Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri” disusun oleh Safira Khofifatus
Salima pada tahun 2021 Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.? Adapun jenis penelitian yang dilakukan
peneliti merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kombinasi
dimana peneliti bisa menggunakan data baik berupa wawancara (triangulasi),
analisis data bersifat deduktif maupun induktif. Hasil penelitian kombinasi dapat
berguna untuk membuat generalisasi dan memahami makna. Pendekatan yang
dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan
dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Penelitian ini
menekankan peneliti untuk memahami titik masalah dari hal yang sedang peneliti
teliti, maka dari itu pengalaman, pengamatan lingkungan, dan keadaan kongkrit
harus dipastikan langsung oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid bukan
asumsi, praduga, ataupun konsep peneliti. Kesimpulan dari penelitian ini adalah
membahas banyaknya kasus yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten
Kediri dalam rentan waktu setahun serta faktor pendukung kemudahan penggunaan
aplikasi-aplikasi yang terdapat didalam sistem e-Court juga menjadi tonggak
kesederhanaan, serta kecepatan proses berperkara yang jauh lebih cepat dari perkara
biasa, dan juga keringanan biaya yang ditanggung. Persamaan penelitian tersebut
dengan penelitian ini adalah sama-sama terkait mengenai efektivitas e-Court dan
faktor kebermanfaatan yang ada pada e-Court itu sendiri. Sedangkan perbedaannya

adalah penelitian tersebut berfokus pada banyaknya kasus berperkara secara e-

2 Safira Khofifatus Salima “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan
Agama Kabupaten Kediri” (Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah,
IAIN Ponorogo, 2021)
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Court yang diterima pada tahun 2021 pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
Sedangkan penelitian ini membahas mengenai efektivitas e-Court serta mengetahui
faktor pendukung dan penghambat jalannya e-Court di Pengadilan Agama Kelas |
A Palu.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan E-Court dan Dampaknya
Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat” disusun oleh
Muchammad Razzy Kurnia Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi IImu
Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.® Adapun jenis
penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Dimana penelitian normatif
adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem
norma. Pada dasarnya penelitian normatif menggunakan aturan-aturan dalam
ketentuan hukum yang berlaku seperti pasal-pasal yang ada dalam peraturan
perundang-undangan dan pandangan para ahli (doctrine). Penelitian empiris adalah
metode penelitian yang meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek
penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum. Serta penelitian
tersebut juga didukung dengan data empiris berupa fakta-fakta yang dibutuhkan
dari lapangan demi mencapai hasil yang diinginkan penulis. Sehingga, penulis akan
mengetahui apakah aturan hukum tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan atau
hanya menimbulkan konflik yang justru menimbulkan ketidaktertiban dan
kepastian hukum dalam masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah e-Court
sebagai instrumen penting dalam terobosan modernisasi lembaga peradilan di
Indonesia, dalam pelaksanaannya sudah bejalan dengan baik, di dalam
pelaksanaannya bahwa e-Court sendiri yang tidak menghilangkan aspek-aspek

yang ada pada sistem peradilan sebelumnya. Persamaan penelitian tersebut dengan

8 Muchammad Razzy Kurnia “Pelaksanaan E-Court dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat” (Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)
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penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada efektivitas e-Court. Perbedaannya
adalah penelitian ini membahas problematika yang muncul pasca berlakunya Perma
Nomor 7 Tahun 2022 ialah adanya pergeseran hukum acara di Pengadilan.
Sedangkan penelitian ini membahas mengenai efektivitas e-Court serta faktor

pendukung dan penghambat pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Kelas | A

Palu.
Tabel 2.1
Deskripsi Penelitian Terdahulu

No. | Nama Judul Penelitian Perbedaan Persamaan

1 Fahmi Putra Efektifitas Penerapan | penelitian penelitian
Hidayat E-Court Dalam tersebut tersebut dengan

Penyelesaian Perkara | fokus kepada | penelitian ini
di Pengadilan Agama | tatacara adalah sama-
Makassar (Skripsi, dalam sama
2020) pelaksanaan | membahas
e-Court terkait
mulai dari efektivitas e-
Memilih Court.
Pengadilan
hingga
Mendapatkan
Nomor
Perkara.

2 Safira Efektivitas Efektivitas penelitian
Khofifatus Penyelesaian Perkara | Penyelesaian | tersebut dengan
Salima Secara E-Court di Perkara penelitian ini

Pengadilan Agama Secara E- adalah sama-
Kabupaten Kediri Court di sama terkait
(Skripsi, 2021) Pengadilan mengenai
Agama efektivitas e-
Kabupaten Court dan
Kediri. faktor
kebermanfaatan
yang ada pada
e-Court..
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3 Muchammad | Pelaksanaan E-Court | penelitian ini | penelitian
Razzy Kurnia | dan Dampaknya membahas tersebut dengan

Terhadap problematika | penelitian ini
Penyelesaian Perkara | yang muncul | adalah sama-
di Pengadilan Agama | pasca sama berfokus
Jakarta Pusat berlakunya pada efektivitas
(Skripsi, 2020) Perma e-Court.

Nomor 1

Tahun 2019

ialah adanya

pergeseran

hukum acara

di

Pengadilan.

B. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto hukum sebagai kaidah
merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode
berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga
menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang
hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang
digunakan adalah induktif empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak
yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Untuk mengetahui efektivitas penerapan suatu aturan hukum, berarti
membicarakan tentang daya kerja hukum di dalam mengatur dan atau memaksa
masyarakat untuk mentaati aturan tersebut. Hukum akan efektif apabila faktor-
faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik. Soerjono
Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh

lima faktor yang saling berkaitan dengan satu sama lain karena merupakan tolak

4 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di
Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976). 38. Dalam Galih Orlando “Efektivitas Hukum Dan
Fungsi Hukum Di Indonesia” Jurnal Tarbiyah bil Qalam vol. 6 Edisi 1 Januari-Juni 2022. 52-53.
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ukur dari efektivitas penegakan hukum di dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut
yaitu:®
1. Faktor Hukum
Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam
praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan
antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret
berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang
hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka
ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu
permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.
Karena hukum tidak sematamata dilihat dari sudut hukum tertulis saja,
melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang
dalam masyarakat.
2. Faktor Penegak Hukum
Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak
hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas
petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di
kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak
hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau
penegak hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas
Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat

lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak

°> Soerjono Soekanto, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, (Jakarta:
RajaGrafindo Persada), 2010, 5-53. Dalam Roni Pebrianto, Ikhwan, Zainal Anwar, “Efektifitas
Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara” (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Painan),
Journal Al-Ahkam Vol. XXII1 Nomor 1 Juni 2021. 185.
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hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan
kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.
4. Faktor Masyarakat
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai
kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok
sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum Adanya derajat kepatuhan
hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator
berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum
yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi yang abstrak
mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap
buruk (sehinga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau

mendasari hukum adat yang berlaku

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang  efektivitas hukum,
dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-
norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang
diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan
menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-
benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus

berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.®

® Nur Fitriyani Siregar, “Efektivitas Hukum” Jurnal Al-Razi: Jurnal limu Pengetahuan dan
Kemasyarakatan vol. 18 no. 2 (2018) 2. https://www.ejournal.stai-br-ac.id/index.php/alrazi/article/
View/23/18. (10 Juli 2023).


https://www.ejournal.stai-br-ac.id/index.php/alrazi/article/
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Peradilan yang efektif dan efisien yaitu peradilan yang diatur secara
sederhana, tidak menghabiskan waktu yang lama dan menghemat biaya selama
proses peradilan. Dalam mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien.’

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman,
yaitu berupa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam
penjelasan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah
pemeriksaan yang dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, kemudian yang
dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat,
dengan tetap tidak mengorbankan Kketelitian dalam mencari kebenaran dan

keadilan.®

C. Tinjauan Terhadap E-Court

1. Definisi dan Pengertian E-Court

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan
terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar
Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan
secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan
(Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi e-Court ini diharapkan mampu
meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara
online, sehingga masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan
pendaftaran perkara sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal

Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik,

7 Gracia Majolica Ocarina Fae dan Ronaldo Sanjaya “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan
Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia di Tengah Covid-19” Jurnal Syntax
Transformation vol. 2 no 4. (4). https://doi.org/ 10.46799/jurnal syntax transformation.v2i3 (15 Juni
2023).

8 Sayed Akhyar “Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
berkaitan dengan Yuridiksi Pengadilan Negeri Sigli” Law Journal Fakultas Hukum Syiah Kuala vol.
3.383.
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Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan
Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik,
Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan
pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana
masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran
perkara.’

Berikut adalah syarat dan ketentuan umum penggunaan aplikasi e-Court:°

a. Ketentuan ini berlaku untuk semua Pengguna Terdaftar Aplikasi e-Court.

b. Aplikasi e-Court terdiri dari modul pendaftaran perkara secara elektronik
(E-Filing), modul pembayaran perkara secara elektronik (E-Payment),
modul Pemberitahuan secara Elektronik (E-Pbt), dan modul
Pemanggilan secara Elektronik (E-Pgl).

c. Pengguna Aplikasi e-Court hanya diperkenankan untuk menggunakan
Aplikasi e-Court untuk tujuan yang dimaksud, yaitu pendaftaran,
pembayaran dan pengiriman dokumen terkait dengan perkara pada
pengadilan.

d. Pengguna Terdaftar bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kegiatan
yang dilakukan dengan username mereka masing-masing.

e. Pengguna Terdaftar dilarang untuk melakukan kegiatan apa pun yang
bisa membahayakan keamanan dan stabilitas aplikasi e-Court, teknologi

pendukung atau data yang tersimpan di dalamnya.

® Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court, 2019, 7.

10 Mahkamah Agung RI, “Syarat dan Ketentuan Umum Penggunaan Aplikasi e-court”,
https://ecourtmahkamahagung.go.id (19 Juni 2023).


https://ecourtmahkamahagung.go.id/
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f. Pengguna Terdaftar harus memastikan penggunaan bahasa Indonesia
yang sopan dan pantas dalam komunikasi lisan maupun tulisan pada
setiap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi e-Court.

g. Pengguna Terdaftar dilarang untuk menggunakan Aplikasi e-Court untuk
melakukan tindakan-tindakan ilegal.

h. Pengguna terdaftar dianjurkan untuk tidak membagi username dan
password akses ke aplikasi e-Court ke orang lain.

I. Seluruh transaksi pada Aplikasi e-Court dan modul-modul dibawahnya
hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja resmi pengadilan.
Transaksi yang dilakukan diluar hari dan jam kerja resmi pengadilan,

akan dihitung efektif pada hari kerja selanjutnya.

2. Dasar Hukum E-Court

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2019 aturan di dalam Perma tersebut diubah
dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Secara
umum cakupan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hanya sebatas
administrasi perkara saja sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2019 selain mencakup administrasi perkara secara elektronik, juga mengakomodir
pelaksanaan persidangan secara elektronik kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022
aturan Perma tersebut disempurnakan ke Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

secara Eletronik pemanggilan para pihak perkara disampaikan oleh petugas pos.!

1 Roni Pebrianto, lkhwan, Zainal Anwar,“Efektifitas Penerapan E-Court Dalam
Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Painan)”, Journal Al-Ahkam vol. XXII
no. 1, Juni 2021, 181-182.
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3. Ruang Lingkup serta Teknis Aplikasi E-Court

Aplikasi e-Court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam
fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan
menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang lingkup

aplikasi e-Court adalah sebagai berikut:

a. Pendaftaran Perkara Online (E-Filling)

Pendaftaran perkara Online dalam Aplikasi e-Court untuk saat ini baru
dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana,
dan permohonan. Pendaftaran perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan
di peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara yang
dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dalam hal ini
yang menjadi alas an untuk membuat e-court salah satunya adalah kemudahan
berusaha. Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-
Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah:

1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran biaya perkara

2) Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dari berbagai metode
pembayaran dari bank.

3) Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan
media.

4) Proses temu kembali data yang lebih cepat.*?

Dalam penggunaan aplikasi e-filling, untuk melakukan pendaftaran perkara
secara elektronik dalam perkara gugatan dan/atau permohonan perdata, agama, tata
usaha militer, atau tata usaha negara. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan
pendaftaran gugatan dan/ atau permohonan sekaligus memasukkan dokumen

elektronik yang apabila kemudian terverifikasi dan diterima secara prosedural, akan

2 Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court, 2019, 7.
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memulai suatu perkara perdata atau untuk memasukkan dokumen elektronik atas
perkara yang sudah ada.

Aplikasi e-Filling juga dapat digunakan untuk melakukan pengunggahan,
maupun pengunduhan dokumen dalam rangka replik, duplik dan kesimpulan,
pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata
usaha militer/ tata usaha negara. Pengguna terdaftar wajib memperhatikan standar-
standar teknis yang meliputi format dokumen, ukuran, jenis huruf, ukuran dan/atau
batasan lain telah ditetapkan dalam mengunggah dokumen melalui aplikasi e-
Court.3
b. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan
SKUM yang di generate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses
generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja
yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya
Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan
taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan
elektronik SKUM atau e-SKUM. Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan
Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual
Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.'*

c. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang

pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan

kepada Pengguna Terdaftar dilakukan dilakukan secara elektronik yang

13 Mahkamah Agung RI, “Syarat dan Ketentuan Umum Penggunaan Aplikasi e-court”,
https://ecourtmahkamahagung.go.id (19 Juni 2023)

14 Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court, 2019, 7.
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dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk
pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada
saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan
apakah setuju dipanggilan secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan
pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili
elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan
secara manual seperti biasa.®
d. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik
sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik,
Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses
oleh Pengadilan dan para pihak. Persidangan secara elektronik ini mengacu

pada perma Nomor 7 Tahun 2022. E-litigasi merupakan bagian dari e-Court.

4. Manfaat E-Court
Sejak tahun 2018, administrasi perkara di pengadilan telah menggunakan
sistem e-Court dan pada tahun 2019 muncul layanan e-litigasi, tentunya hal ini

semakin menambah manfaat dari eksistensi e-court.’

a. Administrasi perkara lebih mudah dan transparan
Administrasi perkara yang berbasis e-Court lebih cepat karena
hanya dengan memasukkan beberapa data yang diperlukan sehingga lebih

mudah dan transparan. Para pencari keadilan mendapatkan keadilan yang

15 1bid.8.
16 1bid.

17 Gracia Majolica Ocarina Fae dan Ronaldo Sanjaya “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan
Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia di Tengah Covid-19” Jurnal Syntax
Transformation vol. 2 no. 4. (4). https://doi.org/ 10.46799/jurnal syntax transformation.v2i3 (15 Juni
2023).
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dikehendaki karena tidak perlu membayar biaya lebih, para pihak hanya
perlu membayar biaya sesuai dengan biaya yang tercantum nomor virtual

account untuk melakukan pembayaran biaya perkara.

. Asas kebermanfaatan

Masyarakat di daerah perkotaan dengan hidup masyarakatnya yang
modern menjadikan penggunaan ecourt dalam sistem peradilan lebih
bermanfaat karena setiap hak/tuntutan diajukan oleh pihak yang berperkara
dan menggunakan kuasa hukum dalam proses peradilannya maka e-Court
dapat menghemat waktu dari pada mengg unakan sistem peradilan
konvensional mempercepat penyelesaian suatu perkara, dan dapat
dilakukan dalam waktu yang bersamaan karena semua kegiatan e-Court
berlangsung secara online.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

Sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa peradilan harus
memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka diperlukan suatu
pembaharuan dalam sistem peradilan di Indonesia yakni dengan
menerapkan sistem e-Court. Asas sederhana di dalam proses peradilan
yaitu proses persidangan harus dilakukan secara jelas, tidak berbelit-belit
sehingga dapat menyebabkan penumpukan perkara dan menyesuaikan
dengan kondisi peradilan yang sudah modern, dengan penerapan e-Court
maka proses peradilan menjadi sederhana dimana beracara di pengadilan
hanya memerlukan koneksi internet, Kata cepat mengacu pada jalannya
proses persidangan, dengan adanya e-Court maka tahapan pendaftaran
hingga putusan dapat selesai dengan cepat karena proses sidang dalam e-

Court hanya dengan mengirim file atau dokumen melalui website atau
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sistem e-Court sehingga dalam suatu persidangan tidak ada penundaan
persidangan yang disebabkan saksi tidak hadir di tempat. Serta sistem e-
Court dapat mengurangi biaya dalam suatu proses peradilan disebabkan e-
Court dapat memenuhi asas sederhana dan cepat, maka suatu persidangan
tidak tertunda dan tidak mengeluarkan biaya yang besar.
Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari beberapa lokasi dan
media

Ketika suatu proses peradilan akan dilakukan dengan sistem e-Court
maka dokumen yang ada didalam akan terasip secara baik. Hal ini berbeda
jika penyelesaian suatu perkara melalui peradilan konvensional, tentunya
masih ada kemungkinan terdapat kesalahan pada arsip baik itu human error
ataupun kesalahan yang disengaja. Selain itu, tempat lokasi dan media
dalam penyimpanan dokumen e-Court dapat diakses kapan dan dimana
saja karena hanya mengandalkan internet.
Kurangnya Terjadi Kesalahan

E-court dapat menekan terjadinya kesalahan ketika proses
penyelesaian suatu perkara, karena data yang telah dikirim dapat diubah
dan diverifikasi agar valid dan benar. E-Court sendiri telah memiliki
payung hukum yang tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Indonesia
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara
Elektronik. Pada peraturan tersebut diketahui bahwa Aplikasi tersebut
dibentuk dengan beberapa pertimbangan, diantaranya dilatarbelakangi oleh
Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa “Pengadilan membantu
mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan

untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”
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Dalam mewujudkan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat
dan biaya ringan perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan
hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Selain itu, tuntutan
perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi
perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien menjadi latar
belakang dibentuknya e-Court. Seperti yang kita ketahui, kemajuan
perkembangan teknologi informasi menjadikan kemudahan sebagai sebuah
tuntutan, dan seluruh aspek dari kehidupan modern tidak dapat dipisahkan
dari kemajuan teknologi informasi. Suatu transparansi dalam proses
beracara muncul sebagai sebuah paradigma tersendiri, atau dengan kata
lain menjadi semangat jaman yang tidak dapat dihilangkan. Tentunya
pelayanan publik yang tidak memenuhi asas-asas transparansi,
akuntabilitas, kepastian waktu, akurasi, keamanan, kemudahan dalam
mengakses, serta tidak bersifat sederhana dalam pelaksanaannya maka
dapat memberi kesulitan bila tanpa mengadopsi kemajuan IT. Sejalan
dengan semangat Mahkamah Agung RI bersama 4 lingkungan peradilan
dibawahnya dalam melakukan peningkatan terhadap pelayanan publik
dengan berasaskan teknologi informasi sebagai pendukung sebagai suatu
upaya transparansi sehingga masyarakat dapat sepenuhnya percaya
terhadap kinerja Mahkamah Agung RI.

D. Peran Mahkamah Agung

E-Court di Indonesia merupakan pondasi pertamakali dilaksanakannya
sistem peradilan berbasis elektronik di Indonesia kemudian Mahkamah Agung
menetapkan 17 (tujuh belas) Pengadilan Negeri sebagai pengadilan percontohan
(pilot project) berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 305/SEK/SK/VI1/2018 tentang Penunjukan Pengadilan
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Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara di Pengadilan Secara
Elektronik. 17 (tujuh belas) Pengadilan Negeri tersebut adalah : Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur,
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan
Negeri Tanggerang, Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Bandung,
Pengadilan Negeri Karawang, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri
Sidoarjo, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan
Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Palembang, dan
Pengadilan Negeri Metro.®

Dikarenakan belum ada perubahan yang nyata dalam penerapan e-Court
sebagaimana diharapkan sejak diterbitkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018
sehingga perlu untuk dipercepat peningkatan pemanfaatan layanan e-Court agar
dapat tercapai proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui
pelaksanaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Mahkamah
Agung juga mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewajiban
Pendaftaran Perkara Perdata melalui e-Court pada tanggal 10 Juni 2019 yang
mewajibkan seluruh Pengadilan Negeri kelas 1 A dan seluruh Pengadilan Negeri di
wilayah Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi
Bandung, Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan

Pengadilan Tinggi Surabaya wajib menggunakan e-Court.®

18 Sonyendah Retnaningsih, Distiani Latifah Soroinda Nasution, dan Rouli Anita Valentina,
Kelly Mantovani, “Pelaksanaan E-Court menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan e-Litigation Menurut PERMA Nomor 1
Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi
Pengadilan Negeri di Indonesia)” Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 50 No. 1 (2020) 32.

19 1bid.
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E. Peradilan Agama

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus,
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang: Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat,

Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari’ah.?

Penyelesaian perkara melalui lembaga pengadilan di Indonesia termasuk
pengadilan dalam lingkup peradilan agama mengacu kepada ketentuan hukum
materil dan hukum formal atau hukum acara yang berlaku.

1. Asas-asas hukum acara peradilan agama.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata asas memiliki beberapa arti
yaitu: dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir dan berpendapat). Asas
hukum acara peradilan agama antara lain sebagai berikut:

a. Peradilan agama adalah peradilan Negara (pasal 2 ayat (3) UU RI

N0.48/2009, pasal 2 UU RI No.7 Tahun 1989) UUD Negara RI tahun
1945 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, Lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha naegara, dan oleh
sebuah mahkamah konstitusi.**

b. Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama

islam (pasal 1 ayat(1), pasal 2 dan pasal 49 UU RI No.3 tahun 2006 UU

20 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

21 Sonyendah Retnaningsih, Distiani Latifah Soroinda Nasution, dan Rouli Anita Valentina,
Kelly Mantovani, “Pelaksanaan e-court menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan e-Litigation Menurut PERMA Nomor 1
Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi
Pengadilan Negeri di Indonesia)” Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 50 No. 1 (2020). 30.
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RI No.50 Tahun 2009). Asas ini di sebut pula asas “Personalitas
Keislaman” artinya yang tunduk dan dapat di tundukkan kepada
kekuasaan pengadilan lingkungan peradilan agama adalah pemeluk
agama islam.??

Peradilan agama menetapkan dan menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 (pasal 2 ayat
(2) UU RI No.48 Tahun 2009).%

Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang
berada di bawah Mahkamah Agung adalan Peradilan Negara. Peradilan
Negara sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat (2) UU RI No.48
Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menerapkan dan
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila.?*

Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa (pasal 2 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009, pasal 57 ayat (1) UU
RI No. 7 Tahun 1989) Asas ini tercantum dalam pasal 29 ayat (1) UUD
Negara RI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara berdasar atas
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Asas inilah menjadi patron penyelenggara
termasuk dslam penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan di
Indonesia.®

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 2
ayat (4) UU RI No.48 Tahun 2009, pasal 57 ayat (3) UU RI No.7 Tahun
1989) Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat (4) UU RI No.48

22 |pid.
2 1bid.
24 1bid.

2 1bid.
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tahun 2009, berbunyi : “ Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat
dan biaya ringan”.%

f. Peradilan dilakukan dengan menurut hukum dan tidak membedakan
orang (pasal 4 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009, pasal 58 ayat (1) UU
R1 No. 7 Tahun 1989, pasal 121 HIR atau 142 R.Bg) Pasal 4 (1) UU RI
No.48 Tahun 2009 menyebutkan : “ Pengadilan mengadili menurut
hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Asas ini disebut pula
“gquality before the law”.?’

g. Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar,
semata-mata demi terwujudnya kebenaran dan keadilan melalui
penegakan hukum (pasal 1 ayat (1) UU RI No.48 Tahun 2009). Asas
peradilan yang merdeka merupakan asas poko dalam penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman. Dasar hukum ketentuan ini adalah pasal 1 angka
(1) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.?®

h. Peradilan dilakukan dalam persidangan majelis dengan sekurang-
kurangnya tiga orang hakim dan salah satunyasebagai ketua, sedang
yang lain sebagai anggota, dibantu oleh panitera siding (pasal 11 UU
RI No. 48 Tahun 2009). Peradilan dilakukan dalam persidangan majelis
diatur dalam pasal 11 UU RI No. 48 Tahun 2009.%°

% Sonyendah Retnaningsih, Distiani Latifah Soroinda Nasution, dan Rouli Anita Valentina,
Kelly Mantovani, “Pelaksanaan E-Court menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan e-Litigation Menurut PERMA Nomor 1
Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi
Pengadilan Negeri di Indonesia)”” Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 50 No. 1 (2020) 31.

2 1bid.
28 1bid.

29 1bid.
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I. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang
mengadili (pasal 17 UU RI No.48 Tahun 2009). Adanya hak ingkar
pihak yang diadili ternadap hakim yang memeriksanya ditetapkan
dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) UU RI No.48 Tahun 2009.%°
J. Beracara dikenakan biaya (pasal 121 ayat (1) HIR atau pasal 145 ayat
(4) RBg, pasal 89-91 UU No. 7 Tahun 1989.
Tidak ada biaya tidak ada perkara. Perkara hanya bisa di daftarkan
setelah dibayar panjar perkara oleh yang berkepentingan. Dalam
putusan akhir, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah,
kecuali dalam bidang perkawinan yang selalu dibebnakan kepada pihak
penggugat atau pemohon.®!
2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Dikarenakan belum ada perubahan yang nyata dalam penerapan e-
Court sebagaimana diharapkan sejak diterbitkannya PERMA Nomor 3 Tahun
2018 sehingga perlu untuk dipercepat peningkatan pemanfaatan layanan e-
Court agar dapat tercapai proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya
ringan melalui pelaksanaan administrasi perkara di pengadilan secara
elektronik. Mahkamah Agung juga mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata melalui e-Court pada tanggal
10 Juni 2019 yang mewajibkan seluruh Pengadilan Negeri kelas 1 A dan

seluruh Pengadilan Negeri.

30 Sonyendah Retnaningsih, Distiani Latifah Soroinda Nasution, dan Rouli Anita Valentina,
Kelly Mantovani, “Pelaksanaan E-Court menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan e-Litigation Menurut PERMA Nomor 1
Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi
Pengadilan Negeri di Indonesia)” Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 50 No. 1 (2020) 32.
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Pada tanggal 19 Agustus 2019 diterbitkanlah PERMA Nomor 1 Tahun
2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik yang berdasarkan Pasal 38 yang menyatakan bahwa PERMA
Nomor 1 Tahun 2019 mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi PERMA
Nomor 3 Tahun 2018. Akan tetapi dalam Pasal 37 disebutkan bahwa peraturan
pelaksana dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 1
Tahun 2019. Hal ini sejalan dengan Keputusan ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesua Nomor 129/KMA/SK/VI111/2019 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada
bagian ketiga yang memutuskan bahwa saat keputusan ini mulai berlaku semua
peraturan pelaksana dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini. Selanjutnya , pada
bagian kedua, keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
122/KMAJSK/V11/2018 tentang Pengguna Terdaftar dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 telah menambah ruang lingkup
dari e-Court dengan e-litigation, semula ruang lingkup dalam PERMA Nomor
3 Tahun 2018 hanya terdiri dari : (1) e-filling, (2) e-payment, (3) Pengiriman
dokumen persidangan secara elektronik, (4) e-summons dengan PERMA
Nomor 1 Tahun 2019 menjadi: (1) e-filling, (2) e-payment (3) Pengiriman
dokumen persidangan secara elektronik (4) e-summons dan (5) e-litigation.
Perma No. 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma No. 1 Tahun 2019 pemanggilan
pihak yang sebelumnya dikirimkan melalui alamat elektronik kini pemanggilan

dilakukan oleh Petugas Pos Tercatat. 3

%2 Sonyendah Retnaningsih, Distiani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Valentina, Kelly
Mantovani, ‘“Pelaksanaan E-Court menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi
Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan e-Litigation Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019
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Agar lebih terarah lagi pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis

menguraikan kerangka pemikiran dalam bentuk gambar sebagai berikut:

Efektivitas E-Court di Pengadilan Agama Kelas | A
Palu Perlu Ditelaah Sejauh Mana Efektivitasnya

> Wawancara: 8
Informan
> Studi Pustaka:

Teori Efektivitas Bagaimanakah Perma No. 7
Hukum I Efektivitas e-Court Tahun 2022

(Soerjono dalam Beracara di « tentar_wg_ _
Soekanto, 2010) Pengadilan Agama Administrasi

Kelas | A Palu Perkara dan

Persidangan
di Pengadilan
Secara
Elektronik

Hasil
Pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Kelas | A Palu berjalan
secara efektif dan diterima secara positif oleh kalangan yang
bersangkutan seperti Hakim, Advokat dan para Pencari Keadilan
karena dapat menekan biaya berperkara masyarakat pencari keadilan
meski masih terdapat terkendala di panggilan dan jaringan error.

|

Kesimpulan
Pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Kelas | A Palu telah
menciptakan efektivitas dalam beracara membawa kemudahan bagi
para pencari keadilan maupun advokat, keberadaan sistem e-Court,
sebagai terobosan baru mencapai sistem berperkara yang efektif
memberikan reformasi yang pesat sebagai kemajuan sistem informasi
dan juga Hukum Acara.

Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan
Negeri di Indonesia)” Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 50 No. 1 (2020) 132.



BAB Il1
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Istilah
yuridis empiris berasal dari bahasa Inggris, yakni empirical legal research, dalam
bahasa Belanda disebut dengan istilah empirisch juridisch ondrezoek, sedangkan
dalam bahasa Jermannya disebut dengan empirische juristische recherche.
Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang
menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat.

Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (behavior) yang
berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jadi
hukum dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior) yang meliputi
perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.*

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan
interdisipliner yakni untuk memaparkan urgensi dan manfaat dari penerapan e-
Court dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang
menyangkut bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian lapangan dengan
pendekatan interdisipliner ini dilakukan karena berusaha mengkaji keefektivitasan
pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Kelas | A Palu serta mengetahui faktor
pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan e-Court tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data sedekat mungkin dengan

data yang ada dan sesuai dengan realita di lapangan. Berdasarkan pada kajian teori

! Ishag. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. (Cet. I;
Bandung: CV Alfabeta, 2017) 71.
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dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam
mengungkapkan serta menjelaskan permasaalahan yang ada metode penelitian
hukum empiris dengan pendekatan interdisipliner tepat digunakan untuk
memperoleh dan mengkaji data yang berkaitan dengan masalah yang dikaji peneliti,
sehingga dapat menjawab bagaimana keefektivitasan pelaksanaan e-Court di

Pengadilan Agama Kelas | A Palu.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kelas I A Palu.
Alasan peneliti melakukan penelitian disini karena Pengadilan Agama Kelas | A
Palu merupakan salah satu dari beberapa Pengadilan yang ada di Kota Palu yang
mengadili perkara perceraian pada tingkat pertama dengan menggunakan e-Court
sesuai PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan
di Pengadilan Secara Elektronik sejak 2019 lalu maka peneliti tertarik untuk

meneliti lebih dalam lagi mengenai e-Court di lokasi penelitian tersebut.
C. Kehadiran Peneliti

Demi keakuratan dan keaslian data yang diperoleh, maka kehadiran peneliti
harus berada di lokasi secara langsung untuk meneliti, mengamati, dan

mengumpulkan sumber-sumber atau data yang akan digunakan dalam penelitian.
D. Data dan Sumber Data

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer

dan data sekunder.?

2Ishagq. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. (Cet. I;
Bandung: CV Alfabeta, 2017) 44.
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1. Jenis data
a. Data Primer
Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data
primer adalah data yang berasal dari data lapangan dan diperoleh daripada
responden. Adapun yang menjadi subjek penelitian dari penelitian ini
adalah perilaku hakim dan pihak yang berperkara.
b. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara
tidak langsung atau melalui sumber perantara dan diperoleh dengan cara
mengutip dari sumber lain. Baik berupa buku, jurnal, undang-undang, dan
artikel yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
2. Sumber Data
Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh, dapat berupa bahan pustaka
atau orang (informan atau responden). Penentuan sumber data didasarkan atas jenis
data yang telah ditentukan seperti sumber data dari dokumentasi dan sumber
lapangan.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni:®
1. Wawancara
Metode yang pertama adalah dengan melakukan wawancara atau tanya
jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Percakapan dilakukan
antara peneliti dan responden yang terkait dalam hal ini adalah Pengadilan
Agama Kelas | A Palu peneliti memberikan pertanyaan dan responden

memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan oleh peneliti. Sebelum

%1shag. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. (Cet. I; Bandung:
CV Alfabeta, 2017) 58.
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melakukan wawancara tentunya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan
yang akan ditanyakan, dengan tetap berpedoman pada topik dan pertanyaan-
pertanyaan yang sudah dibuat terlebih dahulu. Yaitu: Hakim Pengadilan
Agama Kelas | A Palu yang menangani perkara perdata secara elektronik di
Pengadilan Agama Kelas I A Palu dan pengguna aplikasi e-Court baik advokat
maupun para pihak yang berperkara.
2. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang
dipergunakan dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan
perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah yang
berhubungan dengan pelaksanaan e-Court.
3. Dokumentasi
Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data otentik
yang bersifat dokumentasi baik itu catatan harian, maupun catatan penting
lainnya meliputi pengumpulan data atau informasi melalui penelusuran arsip
yang ada di situs e-Court Pengadilan Agama Kelas | A Palu.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka menganalisa data menjadi pekerjaan
selanjutnya guna mendapatkan hasil dalam penelitian, analisa data merupakan
bagian yang penting dalam metode ilmiah, dengan analisa data tersebut dapat diberi

arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Sejatinya analisis data sudah berlangsung sejak penulis pertama kali turun
lapangan, sehingga menimbulkan beberapa gambaran yang diinginkan. Penulis

melakukan analisa data dengan beberapa tahapan, yaitu:*

“Ishag. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. (Cet. I;
Bandung: CV Alfabeta, 2017) 129.
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Mengedit

Setelah melakukan pengumpulan data, maka yang pertama penulis lakukan
adalah memisahkan data yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan untuk
mempermudah menganalisa data di tahap selanjutnya.
Mengklasifikasi

Setelah melalui proses editing dan didapatkan data yang dibutuhkan untuk
penelitian tersebut, maka penulis akan mengelompokkan data yang ada
kedalam permasalahan atau kasus tertentu sehingga memudahkan proses
analisis data.
Mereduksi

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses memilah dan menelaah data
untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Reduksi
data dilakukan dengan kategorisasi dan penyortiran data.
Analisa

Selanjutnya penulis menganalisa data-data tersebut dengan cara
membandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, baik
data yang diperoleh dari wawancara, observasi, atau dokumentasi. Analisa ini
bertujuan agar data mentah yang diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk
dipahami.
Menyimpulkan

Mengambil keputusan dari data-data yang telah diolah merupakan hal yang
sangat penting untuk mendapatkan suatu jawaban. Penulis dalam tahap ini
mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan
masalah yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan

mudah dipahami.
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G. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data penelitian kualitatif dilakukan melalui tiga tahap yaitu
meningkatkan ketekunan, menggunakan bahan referensi, dan member check,
Alasan digunakannya tiga tahap ini adalah untuk menjamin kualitas data yang

ditemukan di lapangan.®

1. Meningkatkan Ketekunan
Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali
apakah data yang sudah ditemukan itu benar atau tidak, dengan cara melakukan
pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi buku juga hasil
penelitian atau dokumentasi yang berkaitan, sehingga wawasan peneliti akan
semakin luas dan tajam.
2. Menggunakan Bahan Referensi
Bahan referensi merupakan bagian dari pendukung untuk membuktikan
data yang ditemukan oleh peneliti secara autentik. Sebagai contoh, data hasil
wawancara mendalam dengan menggunakan informasi dilengkapi rekaman
audio - visual saat melakukan wawancara mendalam.
3. Member Check
Member check merupakan suatu proses pengecekan data kepada sumber
data. Adapun tujuan dilakukannya member check yaitu agar informasi yang
diperoleh dalam laporan penelitian memiliki kesesuaian dengan apa yang
dimaksud oleh sumber data atau informasi. Member check dapat dilakukan

setelah berakhirnya suatu periode pengumpulan data.

® Fahmi Putra Hidayat “Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Agama Makassar” (Skripsi diterbitkan, oleh Jurnal QadauNa Volume 2 Nomor 1 2020)
42.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Palu

Jauh sebelum Indonesia merdeka di zaman penjajah Belanda, sudah dikenal
adanya “GADHI” di Sulawesi Tengah khususnya di lembah Palu yang dianglay
oleh Kepala Swapraja (Residen) untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-
masalah umat Islam, menyangkut hubungan perkawinan seperti Nikah, Talak,
Ruju’, Mawaris dan lainnya diselesaikan lewat RAAD Agama (QADHI)
Mahkamah Syar’i sekarang Pengadilan Agama.!

Pertama kali terbentuknya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Palu
pada tanggal 10 Februari 1965. Namun seiring dengan diresmikannya Pengadilan
Agama Palu sejak 10 Februari 1965, Pengadilan Agama Palu belum bisa menerima
perkara, hal ini terjadi karena belum dilantik dan diambil sumpah ketua Pengadilan
Agama Palu yaitu Bapak KH. Mahfud Godal, pegawai belum lengkap, pedoman
kerja belum ada, mesin ketik dan anggaran biaya rutin belum tersedia. Jumlah
pegawai pada awal pembentukan Pengadilan Agama Palu berjumlah 3 orang terdiri
dari 1 orang Ketua (KH. Mahfud Godal), 1 orang Prakit TU/Panitera Muda (Abd.
Mubin Latopada), dan 1 Orang Tata Usaha (Alimin Muchtar).?

Pada saat KH. Mahfud Godal diutus mengikuti Konfrensi Islam Asia Afrika
(KIAA) di Bandung, beliau dipanggil oleh Bapak KH. Ahmad Zabidi selaku

Direktorat Peradilan Agama dijalan Medan Merdeka Utara untuk dilantik dan

! https://www.pa-palu.go.id/sejarah-pengadilan diakses pada 15 November 2023.

2 1bid.
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diambil sumpahnya selaku Ketua/Hakim Pengadilan Agama Palu. Gedung pertama
kantor Pengadilan Agama Palu berlokasi di kompleks Masjid Raya Lolu Palu,
gedung ini berdiri atas kerja sama ketua Pengadilan Agama Plau Bapak KH.
Mahfud Godal dengan PEMDA Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tengah Bapak M.
Yasin dan Bapak Zainuddin sebagai ketua DPRD Tingkat 1 Sulawesi Tengah.®

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 pada Pasal 1
berbunyi (ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah pengadilan
Agama/ Mahkamah Syar’iyah yang daerah hukumnya sama dengan hukum
Pengadilan Negeri). Dan Penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 sebagai
Realisasi PP No. 45 Tahun 1957.4

3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Peradilan Agama di Indonesia semata-mata bertugas dan berwenang
memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam yang menyangkut perkara perdata tertentu
yaitu dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan
berdasarkan hukum islam.

Pengadilan Agama Palu merupakan salah satu diantara peradilan agama
yang ada di Indonesia saat ini, untuk mengetahui dan memahami gambaran umum

Pengadilan Agama Palu penulis akan menguraikan sebagai berikut.

% 1bid.

* 1bid.



Tabel 4.1

Daftar Pimpinan Pengadilan Agama Kelas | A Palu (Dahulu-Sekarang)

No Nama Pimpinan Jabatan Masa Jabatan Ket
1 | KH. Mahfud Godal Ketua 1965-1081 |
2 | Drs. Hamzah Tiku Wakil Ketua | 1981-1988
3 | Drs. Saifuddin Noor Hadi Ketua 1988-1994
4 | Drs. Dadi Suryadi, S.H Wakil ketua | 1994-1995
5 | Drs. A. Dahlan, S.H., M.H Ketua 1995-1999
6 | Drs. H. Uce Supriadi Ketua 1999-2003
7 Drs. Dady Suryadi, S.H., Ketua 9003-2005

M.H
8 | Drs. Yasin Irfan, M.H Wakil ketua | 2005-2007
9 g)-r:'.',HMﬁ'khmad Syamhudi, Ketua 007-2010

10 | H. Sutarman, S.H Ketua 2011-2015

11 | Drs. Khalis Ketua 2015-2019
12 | Drs. H. Mukhtar, M.H Ketua 2019-2020
13 | Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H Ketua 2020-2022
14 | Dra. Hj. Nurbaya Ketua 2022- Sekarang

Sumber: Data Sekunder, Pengadilan Agama Kelas | A Palu, 2023.
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Tabel 4.2
Jumlah data Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kelas | A Palu

Jenis Kelamin Ket

No Nama Jabatan Jumlah

L P
1 | Ketua - 1 1 Ada
2 | Wakil Ketua - 1 1 Ada
3 | Hakim 2 4 6 Ada
4 | Panitera 1 - 1 Ada
Sekretaris - 1 1 Ada
6 | Panitera Muda 1 2 3 Ada
7 | Kepala Sub Bagian 2 1 3 Ada
8 | Panitera Pengganti 1 14 15 Ada
9 | Jurusita 5 - 5 Ada
10 | Jurusita Pengganti 1 1 2 Ada
11 | Staf 4 8 12 Ada
12 | Honorer 9 2 11 Ada
Total 54

Sumber: Data Sekunder, Pengadilan Agama Kelas I A Palu, 2023.

4. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas | A Palu

Wilayah hukum Pengadilan Agam Palu meliputi seluruh wilayah daerah

Tingkat Il Kota Palu yang terbagi atas 8 (delapan) bagian yaitu Kecamatan Palu

Barat, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Palu Utara,

Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Tatanga, Kecamatan

Mantikulore.
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Gambar 4.1

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas I A Palu

Sumber: Data Sekunder, Pengadilan Agama Kelas I A Palu, 2023.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas I A Palu
Secara struktural susunan organisasi Pengadilan Agama Kelas | A Palu

sebagai berikut:

Tabel 4.4

No Nama Jabatan NIP Ket

1 | Dra. H. Nurbaya Ketua 19660405.199403.2.002 | Ada

o | Mohammad Arif, |\ .o enia | 19710228.199903.1.002 | Ada
S.Ag., M.H

3 | Dra Hj. Nur Hakim 19581231.198803.2.005 | Ada
Alam Baskar

4 | Drs-H. Syamsul Hakim 10581231.199203.1.124 | Ada
Bahri, M.H
Dra. Hj. St. .

5 | sanina M Hakim 19621231198903.2.019 | Ada
Drs. H. Abd.

6 | Hamid Sanewing, Hakim 19641013.199903.1.001 | Ada
M.H

7 | Muwafigoh, Hakim 19661204.199403.2.003 | Ada
S.H.M.H : £
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8 :\Jﬂ'fgh’ SAQ. Hakim 19750717.200502.2.001 | Ada
9 E/Ir";: Nuranah, Panitera | 19661204.199403.2.002 | Ada
Hj. Rahidah Said, | Panitera Muda
10 | Ao MH Hukumn 19721231.199802.2.020 | Ada
Shiyamus Sidgi, | Panitera Muda
11 2hn MH oermohonan | 19760921.20012.1.004 | Ada
Hj. Agustina :
12 | Petta Nasse, Pa”gﬁrit';"n“da 19730817.200312.2.005 | Ada
S.H.M.H 9
Hj. Mannaria, Panitera
13| 61 MH pengganti | 19680317.200312.2.003 Ada
Aryati Yahya, Panitera
14| 5 A, MH pengganti | 19701003.200312.2.003 Ada
15 | HI. Hasnawati, Panitera | 14710129.199803.2.002 | Ada
S.Ag Pengganti
16 | Sukaenah, S.Ag., Panitera | 14710402.200003.2.001 | Ada
M.H Pengganti
Hj. Emi Panitera
17 | Wahyuni, penaaanti | 19710505.199903.2.010 | Ada
S.ag.M.H 99
Hj. Rinalty, Panitera
18 | g Ag M0 pengganti | 19710724.200312.2.002 Ada
19 | Andi Sulfiani, Panitera |1 5750416.200912.2.001 | Ada
S.Ag Pengganti
Nuniek Panitera
20 | \widriyani, S.H Pengganti 19800926.200704.2001 | Ada
21 | Mujiyono, S.H Panitera | 14730430,200312.1.003 | Ada
Pengganti
22 | Rahmawati, S.H.I Panitera | 19750694 199703.2.003 | Ada
Pengganti
p3 | Imayanti, S.H., Panitera | 14770626.200312.2.003 | Ada
M.H Pengganti
g4 | SuhriahSH., Panitera | 14771113.200212.2.002 | Ada
M.H Pengganti
Hadrat ‘Uzair H. Panitera
25 | Hamzah, S.Ag., .| 19780709.200312.2.005 | Ada
Pengganti
M.H
26 | Khairiyah, S.H.I Panitera | 4 4850301.200604.2.003 | Ada
Pengganti
27 | Muh. Sam’an Juru Sita 19760818.199703.1.004 | Ada
28 | Musakip, S.H Juru Sita 19741011.200312.1.012 | Ada
29 | Akriyadi, S.H Juru Sita 19801012.200604.1.008 | Ada
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30 | Fachrudim Juru Sita 19840728.200904.1.005 | Ada
31 | Abdul Khair Juru Sita 19830524.200312.1.003 | Ada
32 | Astrya Herawati UIUSIa | 9670301.200604.2.003 | Ada
Pengganti
Pramudya Andre Juru Sita
33 Wijananda, S.H Pengganti 19900226.201903.1.004 | Ada
34 gﬁe Muhrawaty, | goretaris | 19781212.200604.2.004 | Ada
35 | Nasrudin, S.T., Kabag PT1 & | 19771904 200604.1.001 | Ada
M.M Pelaporan
Kabag
Syuaib, S.H., Kepegawaian
36 M.H & Tata 19741227.200312.1.003 | Ada
Laksana
37 | Rugaiyah, S.H Kabag Umum | 0750606 500312.2.001 | Ada
& Keuangan
Analis
Pengelolaan
38 | Hj. Yulianti, S.T Keuangan 19810927.200604.2.006 | Ada
APBN ahli
Pertama
Penyusun
39 | Wiji, S.K.M Laporan 19820502.200604.2.040 | Ada
Keuangan
40 | Rosmaya, SPd | AnalisTata | 4950306 500902.2.003 | Ada
Laksana
Analis
Pengelola
41 gﬂae'a Darlan, | \olangan | 19850309.201101.2.011 | Ada
' APBN Ahli
Pertama
42 | Hermawat, Analistata | 9800906.201101.2.009 | Ada
S.Kep laksana
Mahendra Analis
43 - . Perkara 19960102.202203.1.009 | Ada
Wirasakti, S.H .
Peradilan
Dasep Cahyana Pengelol.a.
44 ' Barang Milik | 19960414.202203.1.006 | Ada
A.Md.Ak
Negara
Annisa Saraswati Analis
45 SH ’ Perkara 19961212.202203.2.012 | Ada
' Peradilan
Achmad Ismail Pranata
46 . . Komputer 19961218.202012.1.003 | Ada
Rivaldi, S. Kom

Ahli Pertama
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Muflikhatin, Arsiparis
47 A Md Pelaksana 19961224.202012.2.007 | Ada
Analis
Muhammad Rizqi | Perencanaa,
48 Muttagien, S.M Evaluasi & 19970914.202203.1.007 | Ada
Pelaporam
Rika Violita Pengelola
50 Herenda, A.Md Perkara 19980824.202203.2.014 | Ada
. . Pengelola
Aisyah Dinda .
51 Salicha, A.Md.Ak Barang Milik | 19980925.202012.2.003 | Ada
Negara
52 | Abdul Rahman PPNPN - Ada
53 | Nu'man, S.H.I PPNPN - Ada
Agus Suseno,
54 AMdTI PPNPN - Ada
55 | Irwan, S.Sy PPNPN - Ada
56 | Hadrawati PPNPN - Ada
57 | Fakhuddin, S.H.I PPNPN - Ada
58 | Nazira A. Balcher PPNPN - Ada
59 g";h Dermawan, | ppnpN . Ada
Muhammad
60 Zulkarnain, S.H PPNPN ) Ada
61 | Imam Taufik PPNPN - Ada
62 | Ramdnani ALl poypy : Ada
Qadri

Sumber: Data Sekunder, Pengadilan Agama Kelas I A Palu, 2023.
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Gambar 4.2

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas I A Palu

e

i

§ i

Su’mber: Data Sekunder, Pengadilan Agama Kelas I A Palu, 2023.
6. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas | A Palu
Visi:
Terwujudkan Pengadilan Agama Palu yang bermartabat dan dihormati
untuk memperkokoh landasan menuju yang agung.
Misi:
a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Palu
b. Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan
c. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Palu

d. Meningkatkan kredebilitas dan transparansi Pengadilan Agama Palu
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Gambar 4.3

melayum
bangsa

Sumber: Data Sekunder, Pengadilan Agama Kelas | A Palu,
2023.

7. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kelas | A Palu
Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Pengadioan Agama
Kelas | A Palu melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

a. Fungsi Peradilan, dalam hal ini Pengadilan Agama Kelas | A Palu
merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk
menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang
diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi
relatifnya);

b. Fungsi Administrasi, dalam hal ini Pengadilan Agama Kelas | A Palu
sebagai pelaksana admnitrasi dalam rumah tangganya dan bertanggung
jawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi

perkara maupun administrasi umum;
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c. Fungsi Nasehat dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama
berfungsi dan berwenang memberi nasehat dna pertimbangan mengenai
hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta,
dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun
hijriyah;

d. Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Pengadilan Agama Kelas | A Palu
berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah

laku aparaturnya.®

8. Sarana dan Fasilitas Pengadilan Agama Kelas I A Palu

Tabel 4.5
Sarana dan Fasilitas
No Sarana dan Fasilitas Keterangan
1 Ruang Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Baik
Agama Kelas | A Palu
2 Ruang Sekretaris Baik
3 Ruang Hakim Baik
4 Ruang Kepaniteraan Baik
5 Ruang Kepegawaian Baik
6 Ruang Sidang Baik
7 Ruang Tunggu Sidang Baik
8 Ruang Meja Informasi dan Pengaduan Baik
9 Ruang Rapat Baik
10 | Ruang Posbakum Baik
11 | Ruang Mediasi Baik
12 | Mushola Baik
13 | Toilet Baik
14 | Tempat Parkir Baik

Sumber: Data Sekunder, Pengadilan Agama Kelas | A Palu, 2023.

5 https://www.pa-palu.go.id/tugs-pokok-dan-fungsi-peradilan diakses 18 November 2023


https://www.pa-pali.go.id/tugs-pokok-dan-fungsi-peradilan
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B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Efektivitas Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama Kelas | A Palu

a. Proses Pendaftaran Perkara Melalui e-Court.

Aplikasi e-Court ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam
fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online, sehingga masyarakat akan
menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. e-Court di
Indonesia merupakan pondasi pertamakali dilaksanakannya sistem peradilan
berbasis elektronik di Indonesia.

Gambar 4.4
Pojok E-Court tempat Pendaftaran Perkara E-Court

Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-Court
yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah:
a) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran biaya perkara.
b) Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi
channel atau dari berbagai metode pembayaran dari bank.
c) Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan
media.

d) Proses temu Kembali data yang lebih cepat.
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Tahapan pendaftaran perkara melalui e-Court adalah sebagai berikut:
1) Memilih Pengadilan

Advokat dapat beracara di Pengadilan yang telah membuka layanan e-Court
dan dalam hal ini Pengadilan yang membuka layanan e-Court tidak serempak di
Indonesia akan tetapi bagi yang sudah dinyatakan siap oleh Dirjen masing-masing.

2) Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara)

Pada tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna terdatar akan
mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode akan tetapi bukan Nomor
Perkara. Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam
pendaftaran online melalui e-Court, tekan tombol Daftar.

3) Pendaftaran Kuasa

Pendaftaran Surat Kuasa adalah bagian dari tahapan dimana advokat atau
pengguna terdaftar harus mengupload Surat Kuasa sebelum melanjutkan
pendaftaran perkara. Syarat pendaftaran lain dalam beracara seperti Berita Acara
Sumpah, KTP, dan Kartu Anggota Advokat tidak perlu dicantumkan lagi karena
sudah akan selalu terlampirkan setiap pendaftaran perkara. Dokumen seperti Berita
Acara Sumpah, KTP, dan KTA sudah didaftar saat pendaftaran akun pengguna
terdaftar.

4) Mengisi Data Pihak

Mengisi data pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan
dalam pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat dan
tergugat sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan.
Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar akan ditaksirkan sesuai
baesaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan Ketua

Pengadilan.
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5) Upload Berkas Gugatan

Tahapan berikutnya adalah melengkapi dokumen gugatan yang harus
diupload pada tahapan Upload Berkas. Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal
diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan.

6) Elektronik SKUM (e-SKUM)

Dengan selesainya melengkapi data pendaftran dan dokumen Pengguna
Terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik
SKUM (e-SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya
Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Besaran Taksiran
Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungkan dengan rumusan sesuai penentukan
Taksiran Biaya Panjar untuk perkara gugatan, namun demikian apabila dalam
perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberikan tagihan untuk Tambah
Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan
kepada pihak yang mendaftar perkara.

7) Pembayaran (e-payment)

Pengguna terdaftar setelah mendapatkan taksiran panjar atau e-SKUM akan
mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk
pembayaran biaya panjar perkara. Pengguna terdaftar setelah mendapatkan
Taksiran Biaya Perkara (e-SKUM) akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual
Account) yang digunakan sebagai Rekening Virtual untuk pembayaran Biaya
Panjar Perkara.

Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan
berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah
Pengguna Terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh
Pengadilan untuk mendapatkan Nomor Perkara. Pengguna Terdaftar akan

mendapatkan email pemberitahuan dan Tagihan. Email pemberitahuan bahwa
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status pendaftaran, dan email tagihan dan besaran biaya panjar yang harus
dibayarkan.
8) Mendapatkan Nomor Perkara

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat
Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengandialan akan
melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan perkara di SIPP
(Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen
administrasi perkara di Pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor
Perkara dan melalui SIPP akan otomastis mengirimkan informasi pendaftaran
perkara berhasil melalui e-Court dan SIPP. Apabila Pengadilan telah selesai
memverifikasi pendatran dan kemudian mendapakan Nomor Perkara maka
halaman verifikasi akan berubah. Dengan mendapatkan Nomor Perkara Tahapan
Pendaftaran Perkara Online telah selesai, dan menunggu pemanggilan dari
Pengadilan. Pendaftran berhasil ini juga akan mendapatkan email pemberitahuan

sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada Pengguna Terdaftar.

b. Pelaksanaan e-Court.

E-Court, sebagaimana yang dikemukakan pada bab terdahulu, e-Court
merupakan e-Court sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan
terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar
Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan
secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan
(Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi e-Court perkara diharapkan
mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara
secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan

pendaftaran perkara.
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Mahkamah Agung Indonesia sendiri melalui Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara
Elektronik telah mulai menggunakan teknologi informasi guna membantu
perbaikan kinerja peradilan. Hal ini selaras dengan Visi Mahkamah Agung menjadi
Badan Peradilan Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu. Penerapan
e-Court ini sendiri merupakan lompatan besar dari keseluruhan upaya besar
Mahkamah Agung dalam melakukan perubahan administrasi di pengadilan. Hal
tersebut merupakan upaya mengatasi tiga hambatan yang sering dihadapi lembaga
peradilan yakni penanganan perkara yang lambat, kesulitan mengakses informasi
pengadilan, integritas aparatur pengadilan. Setelah mengalami dua kali perubahan
dasar hukum e-Court sebelumnya Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Eletronik pemanggilan
para pihak perkara disampaikan oleh petugas pos. Sesuai Perma No. 3 Tahun 2019
bahwa Pengguna Terdaftar bukan hanya kalangan advokat saja, tetapi juga
masyarakat umum pencari keadilan juga bisa berperkara melalui e-Court.

Untuk mengetahui sejauh mana keefektivitasan e-Court maka peneliti
mewawancara beberapa informan yaitu Petugas e-Court, Majelis Hakim, dan
Advokat dan Pengguna Umum e-Court. Keterangan dari Pak Amin Khoironi

sebagai Advokat mengatakan:

Kalau kita mau melihat efektivitas e-Court sangat besar pengaruhnya, untuk
menunjukkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. ©

E-court jauh lebih sederhana, dengan proses yang simple dan tidak berbelit-
belit. Secara teknis, proses e-Court dilakukan secara online dari pendaftaran dan
juga e-litigasi hal ini membuat para pencari keadilan akan lebih fleksibel dan
leluasa. Jikalau berperkara secara biasa memakan waktu tiga bulan, berperkara

secara e-Court memakan waktu yang lebih singkat dari itu, bisa hanya satu hingga

& Moh. Amin Khoironi, Sebagai Advokat; Wawancara oleh Peneliti di Kantor Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) JI. Padanjakaya, 18 Oktober, 2023.
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satu setengah bulan dikarenakan penundaan sidang yang lebih cepat hingga waktu
yang ditempuh dalam berproses semakin sedikit. Pembayaran juga semakin murah
hingga dengan ini pengadilan dapat lebih merakyat kepada masyarakat mengenai
biaya.

Hal yang serupa juga peneliti tanyakan kepada Ibu Nur Alam Baskar

sebagai Hakim Pengadilan Agama Palu mengenai efektivitas e-Court:

Efektivitas e-Court bisa menekan biaya berperkara dan meringankan beban
masyarakat pencari keadilan, kemudian pada proses persidangan misalkan
lawannya atau yang tergugat ada diluar kota menurut Perma No. 7 Tahun
2022 kita bisa bersidang secara daring. Perkara yang pernah saya tangani di
Samarinda dengan cara dia bersurat ke Pengadilan Agama Samarinda maka
permohonannya nanti diizinkan dan akan terkoneksi melalui teleconfrence
jika sidang di Pengadilan Agama Palu hari rabu maka sidang Pengadilan
Agama Samarinda juga hari rabu, hal tersebut juga berlaku bagi saksi jika
saksi tersebut berada diluar kota. Jadi, masing-masing Pengadilan punya tim
IT untuk menghubungkan Pengadilan yang satu dengan yang lain.’

Menurut keterangan Hakim Pengadilan Agama Palu persidangan secara
daring tidak hanya bisa dilakukan oleh pihak tergugat yang berada diluar kota juga
bisa dilakukan oleh saksi yang berada diluar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama
Palu. Berkenaan dengan pemeriksaan saksi, jika saksi tersebut berada diluar
wilayah hukum pengadilan pemeriksa, maka pemeriksaan saksi tersebut dapat
dilakukan melalui teleconfrence. Untuk melakukan pemeriksaan saksi melelui
teleconfrence, ketua pengadilan harus meminta bantuan pada ketua pengadilan
yang mewilayahi tempat tinggal saksi, agar menunjuk hakim dan panitera.
Kemudian pengadilan yang mewilayahi saksi tersebut harus menunjuk hakim dan
panitera yang akan mengangkat sumpah dan melihat langsung pada tempat dimana
dilakukan teleconfrence.

Hal serupa juga peneliti tanyakan kepada Ibu Dian Puspitawati selaku

pencari keadilan yang mendaftarkan perkara perceraiannya di aplikasi e-Court:

" Nur Alam Baskar, Sebagai Hakim Pengadilan Agama Palu; Wawancara oleh Peneliti di
Kantor Pengadilan Agama Kelas | A Palu, 06 Desember 2023.
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Saya merasa terbantu, tidak perlu bolak balik saya cukup transfer panjar
biayanya karena semuanya diinfokan secara online mulai dari sidang hingga
putusan di sampaikan melalui email saya.®

Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan
secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Seperti halnya transaksi bisnis, yang
tidak memerlukan tatap muka dan dipertemukan dalam dunia maya, persidangan
secara elektronik mendekati proses-proses yang terjadi pada dunia maya. Namun
demikian, meskipun nomenklaturnya dikatakan sebagai persidangan elektronik,
tetapi senyatanya terdapat titik acara tertentu misalnya dalam bentuk pembuktian
yang secara hukum harus dihadiri oleh para pihak beperkara,

Hasil wawancara peneliti dengan lbu Astrya Herawati sebagai Petugas E-
Court di Pengadilan Agama Kelas I A Palu, menjelaskan bagaimana advokat dan

non-advokat mendaftar sebagai pengguna terdaftar di e-Court:

Kalau pengacara mereka masing-masing sudah punya akun dan
mendaftarnya secara manual alias sendiri mulai dari upload, gugatan, dan
dokumen yang diperlukan mereka tidak perlu datang ke Pengadilan, tapi
tetap petugas e-Court memverifikasi kelengkapannya mulai dari Kartu
Anggota masih berlaku atau tidak Surat Kuasa sudah dilegalisir atau belum
keabsahannya. Jika sudah lengkap petuga e-Court melapor ke kasir jika
persyaratan telah terpenuhi maka bisa mendapatkan nomor perkara. Bagi
pengguna non-advokat mereka datang ke Pengadilan Agama Palu dan
mengunjungi pusat informasi setelah mendapatkan info kemudian ke
petugas e-Court untuk mendaftarkan perkara setelah sebelumnya ke
posbakum guna mendapatkan gugatan petugas e-Court akan membantu
mulai dari mendaftar, mengupload, hingga memverifikasi berkas.
Kemudian pihak berperkara akan mendapatkan panggilan melalui petugas
pos yang datang ke alamat yang telah didaftarkan pada e-Court. °

Untuk pengguna non-advokat akan didaftar data yang dibutuhkan oleh
pendaftar saat mendaftar di aplikasi e-filling adalah: Nama, Alamat, Nomor telefon,
Email (dari pihak penggugat maupun tergugat, dan juga Kuasa Hukum tergugat

maupun penggugat (Jika ada), menggunakan email dengan tujuan semua informasi

8 Dian Puspitawati, Sebagai Pencari Keadilan; Wawancara oleh Peneliti di JI. Veteran, 09
Desember 2023.

® Astrya Herawati, Sebagai Petugas e-court Pengadilan Agama; Wawancara oleh Peneliti
di Kantor Pengadilan Agama Kelas | A Palu, 17 Oktober 2023.
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dalam hal replik dan duplik atau jawab menjawab dalam perihal ini bisa dilakukan
melalui dokumen dengan format berbentuk file lalu dikirimkan ke email
pengadilan. Kelengkapan dokumen dari Kuasa hukum berupa: Kartu tanda
Anggota, Berita Acara Penyumpahan, KTP, Dokumen Pendaftaran Berupa: Surat
Kuasa, Surat Gugatan, dan Bukti Awal Gugatan Cerai. Dengan melengkapi data
advokat yang benar untuk pendaftaran akun pengguna terdaftar telah selesai
dilakukan, akan tetapi untuk bisa beracara dengan menggunakan e-Court harus
menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana advokat

tersebut disumpah.

Sebanyak 885 perkara diterima secara e-Court di Pengadilan Agama Kelas
I A Palu sejak tahun 2020 — 2023 tetapi tidak semuanya diputus secara e-Court.
Kurangnya perkara yang diputus secara elektronik karena dalam e-Court ada yang
lanjut menjadi perkara e-litigasi tetapi ada juga yang lanjut menjadi acara biasa
pada saat selesai mediasi dan kedua pihak penggugat dan tergugat hadir maka akan
ditanyakan apakah mau berperkara elektronik atau tidak jika setuju maka akan
lanjut e-litigasi, banyaknya perkara yang diputus dengan secara biasa karena
kurangnya pihak yang keduanya hadir.
Jika para pihak yang berperkara setuju menggunakan e-Litigasi, maka ini
tata cara persidangan secara elektronik adalah sebagai berikut:
(1) Pada sidang pertama, penggugat menyerahkan asli surat kuasa, surat
gugatan & persetujuan prinsipal.
(2) Hakim menawarkan Tergugat untuk beracara secara elektronik setelah
mediasi tidak berhasil.
(3) Hakim menetapkan jadwal persidangan.
(4) Para pihak melakukan jawab-menjawab secara elektronik (Jawaban,

Replik,Duplik & Kesimpulan).
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(5) Para pihak mengirim bukti-bukti tertulis secara elektronik sebelum
diperiksa di persidangan.

(6) Hakim memeriksa saksi & ahli secara elektronik.

(7) Para pihak menyampaikan kesimpulan secara elektronik.

(8) Para pihak menyampaikan kesimpulan secara elektronik

Rincian laporan perkara tahun 2020 yang diputus secara e-Litigasi adalah
sebagai berikut:

Pada bulan Januari diterima sebanyak 18 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 11 Perkara, dicabut 1, diputus secara e-Litigasi 0, diputus secara biasa 8
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 9 perkara, masih dalam proses 20
perkara. Pada bulan Februari diterima sebanyak 26 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 20 Perkara, dicabut 4, diputus secara e-Litigasi 0, diputus secara biasa 13
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 17 perkara, masih dalam proses 29
perkara. Pada bulan Maret diterima sebanyak 25 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 29 Perkara, dicabut 5, diputus secara e-Litigasi 0, diputus secara biasa 17
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 22 perkara, masih dalam proses 32
perkara. Pada bulan April diterima sebanyak 21 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 32 Perkara, dicabut 3, diputus secara e-Litigasi 0, diputus secara biasa 18
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 21 perkara, masih dalam proses 32
perkara.

Pada bulan Mei diterima sebanyak 22 perkara, ditambah sisa perkara bulan
lalu 32 Perkara, dicabut 1, diputus secara e-Litigasi 0, diputus secara biasa 16
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 17 perkara, masih dalam proses 37
perkara. Pada bulan Juni diterima sebanyak 38 perkara, ditambah sisa perkara bulan
lalu 37 Perkara, dicabut 0, diputus secara e-Litigasi 0, diputus secara biasa 40

perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 40 perkara, masih dalam proses 35
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perkara. Pada bulan Juli diterima sebanyak 37 perkara, ditambah sisa perkara bulan
lalu 35 Perkara, dicabut 6, diputus secara e-Litigasi 1, diputus secara biasa 24
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 31 perkara, masih dalam proses 41
perkara. Pada bulan Agustus diterima sebanyak 17 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 41 Perkara, dicabut 1, diputus secara e-Litigasi 2, diputus secara biasa 24
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 27 perkara, masih dalam proses 31
perkara.

Pada bulan September diterima sebanyak 22 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 31 Perkara, dicabut 0, diputus secara e-Litigasi 1, diputus secara biasa 26
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 27 perkara, masih dalam proses 26
perkara. Pada bulan Oktober diterima sebanyak 18 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 26 Perkara, dicabut 0, diputus secara e-Litigasi 1, diputus secara biasa 19
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 20 perkara, masih dalam proses 24
perkara. Pada bulan November diterima sebanyak 12 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 24 Perkara, dicabut 3, diputus secara e-Litigasi 0, diputus secara biasa 16
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 19 perkara, masih dalam proses 17
perkara. Pada bulan Desember diterima sebanyak 9 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 17 Perkara, dicabut 0, diputus secara e-Litigasi 0, diputus secara biasa 12
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 12 perkara, masih dalam proses 14
perkara.

Rincian laporan perkara tahun 2021 yang diputus secara e-Litigasi adalah
sebagai berikut:

Pada bulan Januari diterima sebanyak 14 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 14 Perkara, dicabut 0, diputus secara e-Litigasi 0, diputus secara biasa 13
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 13 perkara, masih dalam proses 15

perkara. Pada bulan Februari diterima sebanyak 28 perkara, ditambah sisa perkara
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bulan lalu 15 Perkara, dicabut 0, diputus secara e-Litigasi 1, diputus secara biasa 19
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 20 perkara, masih dalam proses 23
perkara. Pada bulan Maret diterima sebanyak 25 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 23 Perkara, dicabut 3, diputus secara e-Litigasi 0, diputus secara biasa 20
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 23 perkara, masih dalam proses 25
perkara. Pada bulan April diterima sebanyak 16 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 25 Perkara, dicabut 2, diputus secara e-Litigasi 0, diputus secara biasa 7
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 9 perkara, masih dalam proses 32
perkara.

Pada bulan Mei diterima sebanyak 3 perkara, ditambah sisa perkara bulan
lalu 32 Perkara, dicabut 0, diputus secara e-Litigasi 0, diputus secara biasa 16
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 16 perkara, masih dalam proses 19
perkara. Pada bulan Juni diterima sebanyak 24 perkara, ditambah sisa perkara bulan
lalu 19 Perkara, dicabut 1, diputus secara e-Litigasi 0, diputus secara biasa 13
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 14 perkara, masih dalam proses 29
perkara. Pada bulan Juli diterima sebanyak 11 perkara, ditambah sisa perkara bulan
lalu 29 Perkara, dicabut 1, diputus secara e-Litigasi 0, diputus secara biasa 20
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 21 perkara, masih dalam proses 19
perkara. Pada bulan Agustus diterima sebanyak 14 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 19 Perkara, dicabut 2, diputus secara e-Litigasi 0, diputus secara biasa 13
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 15 perkara, masih dalam proses 18
perkara.

Pada bulan September diterima sebanyak 17 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 18 Perkara, dicabut 2, diputus secara e-Litigasi 0, diputus secara biasa 11
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 13 perkara, masih dalam proses 22

perkara. Pada bulan Oktober diterima sebanyak 16 perkara, ditambah sisa perkara
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bulan lalu 22 Perkara, dicabut 4, diputus secara e-Litigasi 0, diputus secara biasa 14
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 18 perkara, masih dalam proses 20
perkara. Pada bulan November diterima sebanyak 8 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 20 Perkara, dicabut 0, diputus secara e-Litigasi 1, diputus secara biasa 14
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 15 perkara, masih dalam proses 13
perkara. Pada bulan Desember diterima sebanyak 8 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 13 Perkara, dicabut 2, diputus secara e-Litigasi 0, diputus secara biasa 7
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 9 perkara, masih dalam proses 12
perkara.

Rincian laporan perkara tahun 2022 yang diputus secara e-Litigasi adalah
sebagai berikut:

Pada bulan Januari diterima sebanyak 20 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 12 Perkara, dicabut 2, diputus secara e-Litigasi 0, diputus secara biasa 16
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 18 perkara, masih dalam proses 14
perkara. Pada bulan Februari diterima sebanyak 18 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 14 Perkara, dicabut 1, diputus secara e-Litigasi 0, diputus secara biasa 14
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 15 perkara, masih dalam proses 17
perkara. Pada bulan Maret diterima sebanyak 51 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 17 Perkara, dicabut 4, diputus secara e-Litigasi 1, diputus secara biasa 13
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 18 perkara, masih dalam proses 50
perkara. Pada bulan April diterima sebanyak 4 perkara, ditambah sisa perkara bulan
lalu 50 Perkara, dicabut 4, diputus secara e-Litigasi 0, diputus secara biasa 35
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 39 perkara, masih dalam proses 15
perkara.

Pada bulan Mei diterima sebanyak 15 perkara, ditambah sisa perkara bulan

lalu 15 Perkara, dicabut 0, diputus secara e-Litigasi 1, diputus secara biasa 7
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perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 8 perkara, masih dalam proses 22
perkara. Pada bulan Juni diterima sebanyak 28 perkara, ditambah sisa perkara bulan
lalu 22 Perkara, dicabut 3, diputus secara e-Litigasi 0, diputus secara biasa 26
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 29 perkara, masih dalam proses 21
perkara. Pada bulan Juli diterima sebanyak 28 perkara, ditambah sisa perkara bulan
lalu 21 Perkara, dicabut 1, diputus secara e-Litigasi 0, diputus secara biasa 21
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 22 perkara, masih dalam proses 27
perkara. Pada bulan Agustus diterima sebanyak 27 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 27 Perkara, dicabut 2, diputus secara e-Litigasi 1, diputus secara biasa 27
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 30 perkara, masih dalam proses 24
perkara.

Pada bulan September diterima sebanyak 29 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 24 Perkara, dicabut 1, diputus secara e-Litigasi 0, diputus secara biasa 31
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 32 perkara, masih dalam proses 21
perkara. Pada bulan Oktober diterima sebanyak 16 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 21 Perkara, dicabut 4, diputus secara e-Litigasi 0, diputus secara biasa 14
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 18 perkara, masih dalam proses 19
perkara. Pada bulan November diterima sebanyak 14 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 19 Perkara, dicabut 5, diputus secara e-Litigasi 1, diputus secara biasa 10
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 16 perkara, masih dalam proses 17
perkara. Pada bulan Desember diterima sebanyak 14 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 17 Perkara, dicabut 4, diputus secara e-Litigasi 1, diputus secara biasa 14
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 19 perkara, masih dalam proses 12
perkara.

Rincian laporan perkara tahun 2023 yang diputus secara e-Litigasi adalah

sebagai berikut:
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Pada bulan Januari diterima sebanyak 31 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 12 Perkara, dicabut 4, diputus secara e-Litigasi 0, diputus secara biasa 13
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 17 perkara, masih dalam proses 26
perkara. Pada bulan Februari diterima sebanyak 37 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 26 Perkara, dicabut 8, diputus secara e-Litigasi 2, diputus secara biasa 27
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 37 perkara, masih dalam proses 26
perkara. Pada bulan Maret diterima sebanyak 17 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 26 Perkara, dicabut 4, diputus secara e-Litigasi 2, diputus secara biasa 17
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 23 perkara, masih dalam proses 20
perkara. Pada bulan April diterima sebanyak 6 perkara, ditambah sisa perkara bulan
lalu 20 Perkara, dicabut 2, diputus secara e-Litigasi 1, diputus secara biasa 6
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 9 perkara, masih dalam proses 17
perkara.

Pada bulan Mei diterima sebanyak 7 perkara, ditambah sisa perkara bulan
lalu 17 Perkara, dicabut 3, diputus secara e-Litigasi 1, diputus secara biasa 8
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 12 perkara, masih dalam proses 12
perkara. Pada bulan Juni diterima sebanyak 5 perkara, ditambah sisa perkara bulan
lalu 12 Perkara, dicabut 1, diputus secara e-Litigasi 0, diputus secara biasa 6
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 7 perkara, masih dalam proses 10
perkara. Pada bulan Juli diterima sebanyak 11 perkara, ditambah sisa perkara bulan
lalu 10 Perkara, dicabut 3, diputus secara e-Litigasi 1, diputus secara biasa 7
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 11 perkara, masih dalam proses 10
perkara. Pada bulan Agustus diterima sebanyak 12 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 10 Perkara, dicabut 4, diputus secara e-Litigasi 0, diputus secara biasa 5
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 9 perkara, masih dalam proses 13

perkara.
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Pada bulan September diterima sebanyak 12 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 13 Perkara, dicabut 3, diputus secara e-Litigasi 0, diputus secara biasa 5
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 8 perkara, masih dalam proses 16
perkara. Pada bulan Oktober diterima sebanyak 13 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 16 Perkara, dicabut 2, diputus secara e-Litigasi 3, diputus secara biasa 6
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 11 perkara, masih dalam proses 18
perkara. Pada bulan November diterima sebanyak 10 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 18 Perkara, dicabut 2, diputus secara e-Litigasi 2, diputus secara biasa 13
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 17 perkara, masih dalam proses 11
perkara. Pada bulan Desember diterima sebanyak 11 perkara, ditambah sisa perkara
bulan lalu 11 Perkara, dicabut 4, diputus secara e-Litigasi 1, diputus secara biasa 8
perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 13 perkara, masih dalam proses 9
perkara.

Menurut keterangan dari Ibu St. Sabiha sebagai Hakim Pengadilan Agama
Palu peradilan e-Court memiliki banyak kemudahan seperti wawancara oleh

peneliti dengan seorang hakim:

Yang pertama dasar hukumnya itu PERMA No. 3 Tahun 2018 kemudian
disempurnakan dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 yang terakhir PERMA
No. 7 Tahun 2022. Setelah berkas diupload kemudian mediasi yang
dilakukan secara offline setelah mediasi masuk ke tahap e-litigasi
dibuatkanlah court calender sampai kepada replik dan duplik paling banyak
lima kali, jadi masing-masing pihak harus memiliki alamat elektronik yang
nantinya akan digunakan untuk replik dan duplik setelah itu dibacakanlah
Putusan dan Kesimpulan secara online, para pihak hanya perlu datang saat
proses mediasi dan juga pembuktian.©

Sejauh ini perkembangan e-Court cukup bagus karena cakupan pengguna
terdaftarnya bukan hanya dari kalangan advokat saja tetapi juga dari kalangan non-
advokat bisa mendaftarkan perkaranya melalui e-Court. Kemudian, dari segi

pemanggilan lebih murah yaitu Rp. 14.000 pemanggilan yang dilakukan oleh

10 st. Sabiha, Sebagai Hakim Pengadilan Agama Palu; Wawancara oleh Peneliti di Kantor
Pengadilan Agama Kelas | A Palu, 17 Oktober 2023.
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petugas pos dibanding dengan panggilan manual Radius 1 Rp. 100.000, Radius 2
Rp. 150.000, dan Radius 3 Rp. 200.000. Dapat dilihat efektivitas e-Court dapat
menekan biaya berperkara memudahkan masyarakat pencari keadilan.

Pada persidangan yang telah ditentukan untuk agenda sidang jawaban dari
pihak tergugat, ketua majelis membuka persidangan dan menyatakan agenda sidang
hari ini adalah jawaban dari tergugat. Ketua majelis kemudian membuka aplikasi e-
Court sesuai dengan akunnya dan membuka nomor perkara dengan melihat fitur
persidangan elektronik. Tergugat dapat mengajukan dokumen jawaban atas
gugatan penggugat sebelum hari sidang atau sebelum sidang dibuka. Bagi pengguna
lain yang belum terbiasa dengan e-Court, dapat mengajukan jawaban dengan
menyampaikan dokumen pada meja e-Court.

Kemudian petugas meja e-Court men-scan dokumen, mengupload
dokumen atas nama akun tergugat/termohon. Ketua majelis mempunyai peranan
penting dalam proses persidangan elektronik. Jawaban yang telah diterima oleh
majelis hakim harus dinyatakan secara elektronik dengan meng-klik fasilitas yang
ada sebagai tanda dokumen telah diterima majelis hakim. Apabila jawaban diajukan
oleh tergugat satu hari sebelum sidang dibuka, secara otomatis jawaban tersebut
akan ter-upload pada sistem. Ketua majelis tidak dapat mengakses jawaban tersebut
dan baru dapat mengakses pada saat persidangan. Ketua majelis kemudian
meneruskan jawaban tersebut kepada pihak penggugat atau pemohon melalui
aplikasi e-Court. Jika pihak penggugat atau pemohon lebih dari satu dan tidak
memberikan kuasa kepada seorang kuasa, jawaban tersebut harus diteruskan
kepada sejumlah penggugat atau pemohon. Pada persidangan di pengadilan agama,
jumlah penggugat yang lebih dari satu, salah satunya terjadi pada perkara
kebendaan seperti gugatan kewarisan. Setelahnya ketua majelis mem-forward

jawaban kepada pihak penggugat/pemohon, kemudian ketua majelis menyatakan
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sidang terbuka untuk umum menunda persidangan sampai dengan hari berikutnya
yang telah ditetapkan dalam court calender (bisa tidak lebih dari 2 hari kerja).
Panitera sidang mempunyai tugas mengunduh jawaban yang diajukan
tergugat/termohon. Kemudian menyertakan jawaban tersebut pada berkas yang
sudah disediakan. Pada persidangan berikutnya, ketua majelis membuka
persidangan dan menyatakan agenda sidang hari ini adalah replik dari penggugat
pemohon. Kemudian ketua majelis membuka aplikasi e-Court tepat di nomor
perkara yang telah tersedia untuk persidangan tersebut. Ketua majelis meng-klik
fitur yang ada sebagai tanda bahwa replik yang diajukan oleh penggugat/pemohon
sudah diterima oleh majelis hakim.

Replik yang sudah diterima oleh ketua majelis kemudian di forward kepada
pihak tergugat/termohon sesuai dengan domosili elektronik yang tertera pada
aplikasi e-Court. Ketua majelis menyatakan sidang terbuka dan menunda
persidangan untuk sidang berikutnya sesuai agenda sidang yang telah ditetapkan
pada court calender dengan agenda duplik dari tergugat. Panitera pengganti
mempunyai  tugas untuk  mengunduh replik yang diajukan oleh
penggugat/pemohon. Pada persidangan berikutnya, ketua majelis membuka
persidangan dan menyatakan agenda sidang hari ini adalah duplik dari
tergugat/termohon. Kemudian ketua majelis membuka aplikasi e-Court tepat di
nomor perkara yang telah tersedia untuk persidangan tersebut. Ketua majelis meng-
klik fitur yang ada sebagai tanda bahwa duplik yang diajukan oleh
tergugat/termohon sudah diterima oleh majelis hakim. Duplik yang sudah diterima
oleh ketua majelis kemudian di forward kepada pihak penggugat/pemohon sesuai
dengan domisili elektronik yang tertera pada sistem aplikasi e-Court. Ketua majelis
menyatakan sidang terbuka dan menunda persidangan untuk sidang berikutnya

sesuai agenda sidang yang telah ditetapkan pada court calender dengan agenda
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pembuktian dari pihak penggugat. Panitera pengganti mempunyai tugas untuk
mengunduh terhadap duplik yang diajukan oleh tergugat/termohon. Dalam
persidangan dengan agenda sidang pembuktian, para pihak beperkara harus hadir.
Alat bukti tertulis yang diajukan oleh pihak beperkara terlebih dahulu diupload pada
fitur yang telah disediakan oleh aplikasi e-Court. Pengguna lain dapat meminta
bantuan kepada petugas meja e-Court untuk menscan dan mengunduh dokumen
bukti tertulis sesuai dengan akunnya. pembuktian adalah sebagai sarana untuk
memperlihatkan akurasi dokumen Pada sidang pembuktian, pihak beperkara
diharuskan menyampaikan terlebih dahulu dokumen asli jawab menjawab yang
telah dilalui Setelah proses ini selesai, kemudian dilanjutkan pada agenda sidang
pembuktian. Urgensi kehadiran para pihak beperkara dalam sidang.

Akurasi alat bukti tersebut tidak hanya sebagai kebutuhan pemeriksaan bagi
majelis hakim, tetapi pihak lawan juga berkepentingan untuk melihat ada tidaknya
asli dari alat bukti. Proses persidangan untuk pengajuan alat bukti sering kali tidak
cukup satu kali, sehingga ketua majelis dalam court calendernya harus dapat
memperhitungkan, berapa kali sidang yang diberikan kepada pihak
penggugat/pemohon atau kepada pihak tergugat/termohon dalam membuktikan

dalilnya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan E-Court
Dalam mengkaji antara pemenuhan keadilan dan kemajuan teknologi, hal
yang menjadi landasan adalah asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat,
dan biaya ringan serta persoalan infrastruktur. Pertama, penegakan hukum pada
proses peradilan haruslah sederhana dan dapat diikuti oleh para justitiabellen.
Namun, di era mobilitas masyarakat yang tinggi saat ini, implementasi sederhana

justru cenderung rumit. Jumlah perkara yang banyak hingga jadwal sidang yang
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tidak tepat waktu menjadi persoalan serius bagi tidak terlaksananya tertib
administratif peradilan.
a. Faktor Pendukung.
1) Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sarana dan Fasilitas yang
Memadai.
Dalam pelaksanaannya terdapat faktor pendukung jalannya e-Court.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti coba tanyakan kepada Ibu Astrya

Herawati sebagai Petugas e-Court:

Setiap sesuatu pasti ada plus minusnya, plusnya lebih ringan dari segi biaya,
hakimnya Alhamdulillah semuanya paham teknologi, Petugas e-Court yang
terdiri dari dua orang, tenaga IT-nya tiga orang serta sarana dan fasilitas
yang menunjang aktifitas persidangan seperti tersedia monitor ketika
melaksanakan e-litigasi online. **

Sarana dan fasilitas tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi
yang baik, sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-
lain. Sarana dan Hukum yang mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana atau
fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan
lancar.

2) Menekan Biaya Berperkara

E-Court sejatinya hadir untuk menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan
dalam beracara di pengadilan sejatinya e-Court bertujuan agar terciptanya prinsip
sederhana, cepat dan biaya ringan dalam seluruh proses berperkara dan
menghindari adanya resiko seperti pungutan liar banyaknya pintu dalam proses
beracara hal ini yang dapat diberi penilaian serta evaluasi dari seluruh badan
peradilan di Indonesia. Dalam proses berperkara secara e-Court Pembayaran bisa

memakai atm, mobile banking, dsb. pembayaran e-Court di Pengadilan Agama Palu

11 Astrya Herawati, Sebagai Petugas e-court Pengadilan Agama; Wawancara oleh Peneliti
di Kantor Pengadilan Agama Kelas | A Palu, 17 Oktober 2023.



70

bisa dilakukan kapan saja, dan pembuatan akun e-Court tidak dikenai biaya dan
juga, SKUM perkara e-Court sama dengan SKUM perkara biasa.

Hal tersebut dikemukakan oleh Ibu Yulianti selaku Pencari Keadilan:

Kemarin saya membayar Rp. 560,000,00 tapi di kembalikan pas ketuk palu
itu Rp. 160,000,00 karena sebelumnya memang ada rincian biaya-biayanya
pas ada sisa maka dikembalikan ke saya. *2

Pada perkara biasa, dalam pemanggilan dikenakan biaya tambahan,
sedangkan di e-Court tidak dikenakan biaya, perbandingan biaya antara peradilan
secara e-Court dan secara biasa perbedaannya begitu besar, jikalau perkara biasa
dikenakan 1 juta, maka perkara e-Court hanya dikenakan 400 ribuan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat digambarkan bahwasannya e-
Court yang saat ini telah terlaksana justru di respon baik oleh berbagai kalangan
khususnya para pihak di dalam Pengadilan Agama Palu tersebut. berbicara
peluangnya, dapat dilihat dari penjelasan hasil wawancara di atas artinya titik terang
penggunaan e-Court kedepan semakin baik. Namun tidak dapat dipungkiri
pemahaman e-Court yang utuh serta kesadaran-kesadaran para advokat dan
pengguna lainnya pada akhirnya kedepan akan menciptakan nuansa pengadilan
baru yang berbasis teknologi. Terakhir adalah sosialisasi kepada para pihak bahwa
mencari keadilan kini sudah tidak zaman lagi untuk mengantri lama-lama di kantor,
tetapi cukup dengan gadget masing-masing yang dapat dikerjakan pada sudut
ternyaman rumahmu.

3) Jaringan Internet yang Baik

Wawancara dengan Pak Hairullah sebagai Advokat menjelaskan bahwa:

E-Court itu mempengaruhi bagaimana sistem jaringan ketika jaringan baik
mempermudah penguploadan dokumen melalui rumah tanpa perlu

12 1hu Yulianti Pakan, Selaku Pencari Keadilan; wawancara oleh Peneliti di JI. Boyanempa,
12 Desember 2023.
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menyetorkan berkas secara offline ke kantor Pengadilan Agama tempat
perkara itu didaftarkan.3

Semua berorientasi pada sistem jaringan yang baik apabila jaringan baik
maka akan mempermudah pihak yang berperkara pada saat mengunggah dokumen
pada sistem e-Court.

b. Faktor Penghambat

1) Terkendala di Panggilan
Salah satu faktor penghambat yang disebutkan oleh informan adalah
Advokat, keterangan dari Ibu. St. Sabiha sebagai Hakim Pengadilan Agama Palu

mengatakan:

Terkadang yang memperlambat juga Pengacaranya, contohnya ada perkara
yang sudah sampai sepuluh kali di pending persidangan tapi pengacaranya
tidak bertanggung jawab terhadap perkara yang dia tangani tersebut maka
perkaranya stuck di e-Court dan akhirnya tidak selesai.*

Hal lain yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan e-Court disampaikan

oleh Pak Muhtar sebagai Advokat:
Petugas Pos ketika tidak ketemu dengan orang yang dicari maka di kolom

keterangan mereka tulis ‘saya tidak bertemu dengan orangnya’ hal itu yang
biasa menjadi masalah dan kasus dicabut karena tidak ketemu. *°

Melalui PERMA No. 7 Tahun 2022 pemanggilan persidangan dilakukan

oleh Pos Tercatat, hal ini dikemukakan oleh Ibu Nur Alam Baskar Sebagai Hakim:
Kami disini juga tidak mengerti, kenapa harus pake pos padahal banyak
kendalanya karena pos tercatat itu sulit dan banyak sekali bermasalah
artinya panggilannya tidak dapat dikatakan sah dan patut.

13 Hairullah, Sebagai Advokat; Wawancara oleh Peneliti di Kantor Lembaga Bantuan
Hukum (LBH) JI. Pue Bongo, 31 Oktober, 2023.

14 St. Sabiha, Sebagai Hakim Pengadilan Agama Palu; Wawancara oleh Peneliti di Kantor
Pengadilan Agama Kelas | A Palu, 17 Oktober 2023.

15 Muhtar, Sebagai Advokat; Wawancara oleh Peneliti di Kantor Pengadilan Agama Kelas
I A Palu, 17 Oktober, 2023.

16 Nur Alam Baskar, Sebagai Hakim Pengadilan Agama Palu; Wawancara oleh Peneliti di
Kantor Pengadilan Agama Kelas | A Palu, 06 Desember 2023.
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Banyaknya masalah yang ditemukan menggunakan panggilan melalui Pos
Tercatat, karena perkara boleh disidangkan kalau relaas panggilannya telah
memenuhi syarat yaitu Sah dan Patut, sah apabila disampaikan oleh petugas yang
ditunjuk dalam hal ini Petugas Pos lalu ketemu dengan yang bersangkutan ketemu
alamat dan yang bersangkutan patutnya minimal tiga hari sebelum persidangan.
Didalam Pos Tercatat itu terdapat tiga kolom gambar yaitu yang bersangkutan, foto,
dan tanda tangan. Secara undang-undang sah tapi masih banyak yang tidak patut
karena tidak ketemu dan tidak bertanda tangan maka solusi dari majelis hakim
dilakukan secara manual.

2) Jaringan Sistem E-Court Error.

Peneliti melakukan wawancara terhadap Majelis Hakim dan Advokat yang
bersangkutan. Penyebutan tentang Errornya Aplikasi e-Court selalu menjadi topik
yang selalu dibahas dalam setiap wawancara saat peneliti menanyakan mengenai

kendalanya.

Salah satu yang membuat e-Court tidak efektif adalah dari segi jaringan, e-
Court itu akan mempengaruhi bagaimana sitem jaringan ketika jaringan itu
error dan apalagi e-Court dibatasi waktu, ketika misalnya advokat mau
mengupload dokumen tiba-tiba jaringan error maka tidak bisa mengupload
dokumen, maka harus melapor dimana kedudukan kompetensi Pengadilan
Agama yang mengadili perkaranya. Jika error dan lewat jam dua belas maka
advokat harus konfirmasi ke Pengadilan bersangkutan bahwa jaringan
error. Jika nomor Pengadilan sana tidak aktif dan harus kesana maka
ditunda minggu depan, jika Pengadilan itu tidak dapat dijangkau maka akan
menggugurkan hak Kita selaku pencari keadilan, itu sisi kurang efektifnya
e-Court. '

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwasannya
hambatan yang dihadapi itu dari aplikasi e-Court yang ada. Aplikasi sering
mengalami error dalam proses penggunaannya. Terkadang sistem ini belum

sempurna maka akan terus dilakukan pembaharuan, pembaruan yang dimaksud

17 Moh. Amin Khoironi, Sebagai Advokat; Wawancara oleh Peneliti di Kantor Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) JI. Padanjakaya, 18 Oktober, 2023.
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adalah Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) yang belum bisa dilakukan
melalui e-Court.
Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Nur Alam Baskar sebagai Hakim

tentang keluhannya mengenai errornya aplikasi e-Court:

Salah satu hal yang membuat e-Court tidak efektif adalah dari segi
jaringannya, jika jaringan tiba-tiba error maka persidangan harus ditunda
hingga jaringan kembali stabil, kadang ditunda dan dilanjutkan besok,
tergantung majelis hakim mengambil kebijaksanaan dengan bersepakat
dengan pihak, karena sebelumnya semua agenda telah di jadwalkan di court
calender.

Pengadilan Agama Palu sejatinya sudah dapat melaksanakan seluruh
perkara yang di selesaikan di Pengadilan Agama dengan menggunakan layanan
berbasis sistem e-Court tersebut. Sistem e-Court ini juga sudah menjadi proses
wajib bagi para pihak dengan dibantu oleh para advokat agar menggunakan e-Court
dalam proses berperkara di pengadilan. Namun untuk para prinsipal yang ingin
menyelesaikan dengan cara e-Court ditanyakan terlebih dahulu apakah ingin
menggunakan melalui e-Court atau tidak dan pada pelaksanaanya juga seperti biasa
tetap harus adanya persetujuan dari para pihak apabila perkara tersebut ingin
dilanjutkan ke tahap pengadilan dan akan dibuatkan Court Calender.

Dalam sistem persidangan elektronik, court calender lebih dimaknai
sebagai jadwal dan agenda persidangan. Ketua majelis akan membuat dan
membacakan court calender di hadapan para pihak beperkara. Para pihak
memperhatikan terhadap court calender tersebut yang kemudian menyampaikan
persetujuannya, persetujuan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan court
calender. Memang pembuatan kesepakatan ini tidaklah diatur di dalam PERMA,
namun kesepakatan court calender yang secara formil telah disetujui pihak-pihak

beperkara, akan membantu kelancaran persidangan. Ketua majelis mengeluarkan

18 Nur Alam Baskar, Sebagai Hakim Pengadilan Agama Palu; Wawancara oleh Peneliti di
Kantor Pengadilan Agama Kelas | A Palu, 06 Desember 2023.
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penetapan tentang court calender dan membacakannya sebagai jadwal dan tahapan
persidangan. Persidangan elektronik senyatanya akan memberikan efektifitas
waktu, sehingga pihak beperkara tidak membuang waktu untuk menunggu jadwal
sidang, dan menunggu kapan sidang akan dibuka kembali. Oleh karenanya dalam
persidangan elektronik, penundaan sidang dapat dilakukan lebih 2 (dua) hari kerja.
Jika hari Senin adalah agenda sidang pembacaan gugatan, maka hari Rabu sudah
dapat dibuka sidang kembali dengan agenda jawaban dari pihak tergugat.

Dalam tahap jawab menjawab di mana persidangan dilakukan secara
elektronik, persidangan tidak dihadiri oleh pihak berperkara. Walaupun para pihak
tidak menghadiri persidangan, majelis hakim tetap menjalankan persidangan
sebagaimana mestinya di ruang sidang yang telah disediakan. Persidangan secara
elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan
kesimpulan dilakukan dengan prosedur diantaranya adalah para pihak wajib
menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan hal itu sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2022 pada Pasal 22. Pada persidangan, setelah penetapan
ketua majelis tentang e-Court calender dibacakan, langkah selanjutnya adalah
pembacaan gugatan penggugat. Kemudian ketua majelis menunda persidangan
sampai dengan sidang jawaban dari pihak tergugat (kecuali pada saat sidang
tersebut tergugat telah siap dengan jawabannya maka sidang berikutnya adalah
replik penggugat).

E-Court dalam pelaksanaannya sangat menjunjung tinggi nilai sosial yang
ada di masyarakat, dengan adanya e-Court diharapkan tidak ada lagi resiko yang
bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, seperti adanya pungutan liar ketika
ingin berperkara di lembaga peradilan serta terbukanya informasi bagi setiap

masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya di lembaga peradilan karna
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adanya e-Court tentu akan memaksimalkan transparansi atau ketebukaan informasi

bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan kasus hukum.
C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ini, pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama
Kelas | A Palu berjalan secara efektif dan diterima secara positif oleh kalangan yang
bersangkutan seperti Hakim, Advokat dan para Pencari Keadilan karena dapat
menekan biaya berperkara masyarakat pencari keadilan, didukung dengan Sumber
Daya Manusia (SDM), serta sarana dan fasilitas yang memadai yang dapat
menunjang pelaksanaan persidangan. Tetapi, terdapat kekurangan dalam
pelaksanaannya seperti terkendala di panggilan dan jaringan error.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi menjadi salah satu faktor
pendukung pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Palu semua hakim paham
terhadap perkembangan teknologi dan semua hakim menangani e-Court dengan
baik serta tenaga IT dengan keahlian dibidangnya menggunakan teknologi
informasi guna terhubungnya jaringan atau koneksi yang baik dari lembaga pusat,
serta e-Court memudahkan seluruh petugas peradilan guna terciptanya sistem
administrasi yang baik.

Sarana dan Fasilitas yang mendukung proses pelaksanaan e-Court di
Pengadilan Agama Palu jaringan wifi lancar, ruangan, gedung, serta monitor yang
digunakan saat e-litigasi online bagi pihak tergugat atau termohon yang berada
diluar kota dan ingin ikut dalam persidangan yang dilaksanakan, jarak tidak bisa
menjadi penghalang dalam mengikuti persidangan apabila pihak tergugat atau
termohon tersebut berada diluar kota Palu maka yang bersangkutan bisa bersurat ke
Pengadilan Agama yang mewilayahinya setelah diizinkan kemudian Pengadilan

Agama tempat tergugat atau termohon tinggal tersebut saling berkonfirmasi dengan
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Pengadilan Agama Palu untuk mengkoneksikan jaringan mereka pada hari
persidangan yang sudah ditentukan.

Perilisan aplikasi e-Court pada tahun 2018 hal yang menjadi landasan
adalah asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam
hal ini respon masyarakatlah yang sangat dibutuhkan pada saat ini karena
masyarakat mampu mendorong lembaga peradilan untuk dapat memberi penilaian
serta memberikan saran kepada pengadilan yang nantinya akan menjadi penilaian
khusus terhadap lembaga peradilan tersebut dan sejauh mana keefektivitasan e-
Court menjangkau masyarakat kurang mampu dan ingin berperkara melalui e-
Court meskipun peraturan mengenai e-Court telah di terbitkan sejak 2018 dan akan
terus disempurnakan dalam peraturannya tapi tidak sedikit pencari keadilan yang
senang atas hadirnya e-Court ini dengan alasan memudahkan, hemat waktu, dan
biaya ringan tentunya menjadi alasan banyak orang yang memilih beracara melalui
e-Court bagi masyarakat kurang mampu bisa datang ke Posbakum Pengadilan
untuk mendapatkan bantuan pendaftaran melalui Petugas e-Court.

Kemudian, meskipun dikatakan efektif dalam pelaksanaannya juga terdapat
faktor penghambat salah satu contoh yakni pemanggilan melalui Petugas Pos,
apabila tidak menemui alamat pihak bersangkutan maka kolom surat pengantar
yang sudah tersedia dikosongkan dan diantar ke Kelurahan dan kemudian
ditandatangani oleh Kelurahan selama yang berperkara itu warganya dan juga
majelis hakim banyak mendapati kolom keterangan diisi ‘Benar bersangkutan
tinggal disini tetapi saya tidak bertemu dengan pihak yang bersangkutan’ hal
tersebut dituliskan oleh petugas pos apabila menemukan alamat tetapi tidak
bertemu langsung dengan pihak tergugat atau termohon maka bukti foto
pengantaran dan tantda tangani tidak tercantum dalam format bukti pengantaran

surat pemanggilan.
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Faktor penghambat yang terakhir adalah kekurangan dalam aplikasi e-Court
seperti yang disebutkan sebelumnya oleh beberapa informan termasuk advokat dan
hakim mengenai errornya jaringan sistem yang dapat mengganggu proses
penguploadan berkas bagi advokat dan pelaksanaan persidangan bagi hakim
sehingga harus menunggu jaringan sistem pusat kembali normal. Dan juga tidak
terlepas dari keluhan hakim dan petugas e-Court, mengenai kurangnya tanggung
jawab advokat yang memperlambat pengiriman berkas yang diminta sehingga
perkara tidak bisa dan harus ditunda.

Terkendala di jaringan yang error juga ditemukan pada penelitian terdahulu
oleh skripsi Muchammad Razzy Kurnia di UIN Syarif Hidayatullah yang
mengatakan hambatan yang dihadapi dari aplikasi e-Court. Aplikasi sering
mengalami error dalam proses penggunaannya. Baik itu berupa delay dari server,
maupun kesusahan dalam mengedit berkas sudah terlanjur dikirimkan.

Selain dalam temuan Muchammad Razzy Kurnia, temuan yang sama juga
pada penelitian Fahmi Putra Hidayat di UIN Alauddin Makassar menjelaskan saat
pelaksanaa e-Court hanya terkendala di jaringan. Otomatis saat jaringan tidak
memadai baik pendaftaran dan sebagainya semuanya akan terlambat. Karena,
didalam penggunaan sistem elektronik hal yang menjadi dasar penghambatnya
yaitu akses jaringannya. Banyaknya permasalahan di jaringan yang selalu
dikeluhkan ini akan diharapkan menjadi evaluasi bagi badan peradilan yang
berwenang khususnya Mahkamah Agung agar terus mengembangkan sistem e-
Court menjadi lebih baik lagi kedepannya khususnya masalah jaringan sistem yang
selalu error. Dengan adanya sistem e-Court ini diharapkan adanya terobosan dari
lembaga peradilan di Indonesia yang nantinya dapat mengefisiensikan serta lebih

efektifnya lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang ada.
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Secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih
sederhana, cepat dan biaya ringan. Seperti halnya transaksi bisnis, yang tidak
memerlukan tatap muka dan dipertemukan dalam dunia maya, persidangan secara
elektronik mendekati proses-proses yang terjadi pada dunia maya. Namun
demikian, meskipun nomenklaturnya dikatakan sebagai persidangan elektronik,
tetapi senyatanya terdapat titik acara tertentu misalnya dalam bentuk pembuktian
yang secara hukum harus dihadiri oleh para pihak berperkara.

Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, terdapat latar belakang yang
sama terhadap pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Kelas I A Palu dengan
Pengadilan lain. Latar belakang yang dimaksud adalah terbitnya Perma No. 1 Tahun
2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik dan terus dilakukan penyempurnaan Perma No. 7 Tahun 2022 Peraturan
Mahkamah Agung yang mengubah Perma 1/2019 Tentang Administrasi Perkara
dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Perma No. 7 Tahun 2022
mendorong proses administrasi dan persidangan berbasis elektronik sebagi proses
utama berperkara di pengadilan masa yang akan datang, Perma No. 7 Tahun 2022
juga menyempurnakan berbagai konsep dasar dan memperluas keberlakuan
adminisrasi dan persidangan elektronik dan persidangan elektronik pada semua
jenis perdata serta perwujudan dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya
ringan.

Namun demikian, penelitian ini tidak menemukan faktor pendukung yaitu
e-litigasi online, sebagaimana yang dikemukakan dalam penelitian Fahmi Putra
Hidayat dan Muchammad Razzy Kurnia yang bisa membantu tergugat atau
termohon apabila berada diluar kota Pengadilan yang mengadilinya. Selain itu,
hasil penelitian ini juga menemukan hasil yang sama dengan penelitian Safira

Khofifatus Salima bahwa masih kurang perkara yang diputus secara e-litigasi
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dikarenakan banyaknya pihak yang keduanya tidak hadir, keberadaan e-Court
sangat berdampak bagi kemajuan sistem peradilan di Indonesia serta mewujudkan
peradilan yang berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dampak dari adanya
sistem e-Court ini sendiri dalam proses berperadilan dengan semakin
berkembangnya teknologi digital, maka transformasi pengadilan untuk menjadi
pengadilan yang modern yang memanfaatkan teknologi informasi digital secara
maksimal adalah sebuah keniscayaan.

Selanjutnya, hasil penelitian ini mengkonfirmasi hal yang dikemukakan
dalam kajian teori bahwa e-Court merupakan sebuah instrumen penting dalam
terobosan modernisasi lembaga peradilan di Indonesia, dalam pelaksanaannya
sudah berjalan dengan baik, didalam pelaksanaannya bahwa e-Court sendiri tidak
menghilangkan aspek-aspek yang ada pada sistem peradilan sebelumnya. Dengan
adanya e-Court memudahkan dalam pelayanan terhadap masyarakat pencari
keadilan dalam menghemat waktu, biaya, dan tenaga Sistem e-Court ini juga
mendapatkan respon positif dari advokat maupun masyarakat karena dapat
membantu mereka dalam mendaftarkan perkaranya tanpa perlu datang ke
Pengadilan ini tentunya merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi asas
peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Jika menilik faktor tentang efektivitas hukum yang dikemukakan dalam
kajian teori bahwa untuk mengetahui efektivitas penerapan suatu aturan hukum,
berarti membicarakan daya kerja hukum didalam mengatur dan atau memakasa
masyarakat menaati aturan tersebut. Hukum akan efektif apabila faktor-faktor yang
memperangaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik. Soerjono Soekanto
menyatakan bahwa efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yang
saling berkaitan satu sama lain karena merupakan tolak ukur dari efektivitas

penegakan hukum didalam masyarakat. Faktor-faktor yang dimaksud adalah faktor
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hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan
faktor kebudayaan.

Faktor pertama, Hukum e-Court berdasarkan pada Perma No. 3 Tahun 2018
tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik pada awalnya e-Court
hanya meliputi e-filling (Pendaftaran Perkara Online), e-skum (Taksiran Panjar
Biaya Online), e-payment (Pembayaran Panjar Biaya Online), e-summons
(Pemanggilan Pihak Online). Kemudian disempurnakan dengan Perma No. 1 Tahun
2019 ruang lingkup e-Court menjadi e-Court hanya meliputi e-filling (Pendaftaran
Perkara Online) , e-skum (Taksiran Panjar Biaya Online), e-payment (Pembayaran
Panjar Biaya Online), e-summons (Pemanggilan Pihak Online), dan e-litigasi
(Persidangan Online). Perma No. 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma No. 1 Tahun
2019 pemanggilan pihak yang sebelumnya dikirimkan melalui alamat elektronik
Kini pemanggilan dilakukan oleh Petugas Pos Tercatat.

Faktor kedua, Penegakan Hukum dalam artian adalah para majelis hakim
seperti yang telah di jelaskan diatas hakim Pengadilan Agama Palu semuanya
paham terhadap teknologi dibantu oleh tenaga IT yang ahli dibidangnya untuk
mengkoneksikan jaringan Pengadilan Agama Palu ke Pengadilan luar dalam e-
litigasi online.

Faktor ketiga, Sarana dan Fasilitas yang menunjang membantu majelis
hakim dalam jalannya pelaksanaan persidangan, alat yang digunakan dalam
mengkoneksikan jaringan dengan Pengadilan Agama dengan Pengadilan luar serta
jaringan dan perangkat yang digunakan dalam hal replik, duplik, kesimpulan,
jawaban dan putusan yang dikirim ke alamat elektronik penggugat dan tergugat.

Faktor keempat, Masyarakat daerah dibawah wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Palu masih ada yang beracara secara biasa tetapi atas ketidaktahuan mereka

mengenai perkembangan teknologi utamanya e-Court tetapi tidak menutup
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kemungkinan bagi para pencari keadilan yang lainnya yang mengerti tentang
perkembangan teknologi beracara menggunakan e-Court karena paham bahwa
beracara melalui e-Court lebih mudah, murah, dan cepat dibandingkan beracara
biasa.

Faktor kelima, Budaya setelah adanya kebijakan penerapan e-Court pihak
pengadilan telah mengadakan seminar untuk mengenalkan e-Court, memasang
poster pada kantor dan halaman website Pengadilan Agama Palu, serta pengadaan
pojok e-Court di Kantor Pengadilan Agama Palu sebagai bentuk memperkenalkan
e-Court kepada masyarakat berdasarkan Perma yang berlaku yaitu Perma No. 7
Tahun 2022, agar semakin banyak masyarakat yang berminat beracara secara e-

Court.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah terkait efektivitas e-Court

di Pengadilan Agama Kelas I A Palu yang telah diajukan, penelitian ini

berkesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Kelas | A Palu telah menciptakan
efektivitas dalam beracara membawa kemudahan bagi para pencari keadilan
maupun advokat, keberadaan sistem e-Court, sebagai terobosan baru mencapai
sistem berperkara yang efektif memberikan reformasi yang pesat sebagai
kemajuan sistem informasi dan juga Hukum Acara. Terdapat beberapa indikator
dikatakan efektif sebab dalam hal: Hukum bentuk implementasi Perma No. 7
Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elekronik,
Penegakan Hukum SDM majelis hakim yang paham teknologi serta tenaga IT
yang memadai, sarana dan fasilitas yang menunjang jalannya persidangan E-
Litigasi, Masyarakat yang memilih beracara secara e-Court karena paham
bahwa beracara melalui e-Court lebih mudah, murah, dan cepat dibandingkan
beracara secara biasa, dan Budaya memperkenalkan e-Court melalui poster dan
halaman website agar semakin banyak masyarakat yang tertarik beracara secara
e-Court.

2. Apabila e-Court sudah dikenal seluruh kalangan masyarakat maka itu
memudahkan seluruh petugas peradilan guna terciptanya sistem administrasi
yang baik.serta Sarana dan Fasilitas yang menunjang terlaksananya
persidangan, Menekan Biaya Perkara dalam proses berperkara secara e-Court

pembayaran e-Court di Pengadilan Agama Palu bisa dilakukan kapan saja, dan
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pembuatan akun e-Court tidak dikenai biaya dan juga, SKUM perkara e-Court
sama dengan SKUM perkara biasa. Sementara, faktor penghambatnya adalah
pemanggilan pihak yang tidak memenuhi syarat pemanggilan persidangan dan
jaringan sistem yang terkadang error berdasarkan keluhan Majelis Hakim,
Petugas E-Court, dan Advokat yang dapat menghambat proses penguploadan
dan persidangan e-Court.

. Implikasi Penelitian

. Temuan Penelitian ini telah menunjukkan masalah yang menjadi penghambat
dalam efektivitas e-Court terutama dari aspek jaringan pusat sering error dan
kendala di pemanggilan pihak yang berperkara. Hal ini penting di
pertimbangkan bagi pihak yang berwenang khususnya Mahkamah Agung
walau peneliti yakin kemajuan sistem informasi juga akan menekan kemajuan
e-Court, akan tetapi perbaikan yang cepat tentu akan selalu lebih bermanfaat.

. Hasil penelitian ini mengemukakan beberapa hal yang menjadi alasan sedikit
masyarakat yang beracara secara e-Court. Diharapkan Pengadilan Agama
Kelas | A Palu untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat
pencari keadilan terkait keberadaan, manfaat, dan kelebihan dari e-Court agar
e-Court semakin dikenal diseluruh kalangan masyarakat agar masyarakat
memahami bahwa pelaksanaan peradilan melalui e-Court memiliki banyak
manfaat salah satunya efisien dalam hal waktu serta lebih mudah, murah, dan

cepat dibandingkan beracara secara biasa.
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9.

1.

Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kelas | A Palu
1.

Apa yang melatarbelakangi pelaksanaan sistem e-court di
Pengadilan Agama Kelas | A Palu?

Bagaimana pelaksanaan e-court ini sendiri Kkhususnya di
Pengadilan Agama Kelas | A Palu?

Bagaimana efektivitas pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama
Kelas | A Palu?

Apa faktor pendukung dan penghambat jalannya sistem e-court ini
sendiri di Pengadilan Agama Kelas | A Palu?

Bagaimana dengan respon masyarakat itu sendiri apakah sistem e-
court ini sudah bisa dibilang dapat menjunjung tinggi nilai-nilai
keadilan dalam hukum bagi seluruh aspek masyarakat?

Apa manfaat dari adanya e-court khususnya di Pengadilan Agama
Kelas | A Palu?

Bagaimana dengan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan e-
court di Pengadilan Agama Kelas | A Palu?

Perkara apa saja yang bisa dikategorikan bisa ditangani dalam
beracara secara e-court?

Pada saat proses persidangan aplikasi apa yang digunakan?

Wawancara dengan Advokat

Bagaimana pengaruh e-court terhadap para advokat di Pengadilan
Agama Kelas | A Palu?

Tantangan apa saja yang dihadapi oleh para advokat dengan adanya
sistem e-court?

Apakah dampak yang diterima oleh para advokat dengan adanya
sistem e-court tersebut?

Bagaimana para advokat dalam menangani perkara secara e-court?

Sudah efektifkah sistem e-court ini diterapkan di Indonesia?
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Wawancara dengan Pegawai Pengadilan

1. Bagaimana pengaruh e-court dalam proses beracara di Pengadilan
Agama Kelas I A Palu?

2. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam menangani kasus e-
court di Pengadilan Agama Kelas I A Palu?

3. Bagaimana tata cara beracara secara e-court?

4. Adakah perbedaan dengan proses beracara pada sebelumnya?

5. Efektifkah dengan adanya e-court ini dalam beracara khususnya di
Pengadilan Agama Kelas | A Palu?

6. Bagaimana dengan sarana dan fasilitas untuk pelaksanaan e-court
apakah sudah nemadai?

7. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan persidangan e-court ini

sendiri?
Wawancara dengan Pencari Keadilan Prinsipal

1. Jenis perkara apa yang ibu/bapak daftarkan di Pengadilan Agama
Kelas | A Palu?

2. Bagaimana dengan pandangan ibu/bapak, efektifkah dengan
hadirnya sistem e-court ini bagi masyarakat pencari keadilan?

3. Bagaimana dampak yang ibu/bapak rasakan setelah adanya sistem
e-court ini?

4. Apa kesulitan ibu/bapak dalam beracara secara e-court?
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2. Besse Tenriabeng Mursyid, M,H.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk
mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu Setempat.

Dunikimmini,ntasbmnmndankujasamanyadimphnwilmkasih.
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5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

m DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
@ PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

) PENGADILAN AGAMA PALU

JL WR. Supratman No. 10 Kel. Lere Kec, Palu Barat Kota Palu Sulawesi Tengah
Website : pa-palu.go.id Email : pa.palu@yahoo.co.id.

Nomor 1 24 W19-A1/KP 3.3/1/2024 Palu, 17 Januari 2024
Sifat : Biasa

Lampiran D -

Hal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN DatokaramaPalu

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Syari'ah UIN Palu Nomor
974/F.1./PP.00.9/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok
Surat, maka dengan ini kami bahwa Mahasiswa UIN yang tersebut namanya di wah ini :

Nama : Nurnanda

Nim/ : 1930980002

TTL : Soppeng, 18 November 2000
Semester : VIl ( Delapan )

Fakultas . Syari'ah

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas :JI Vetran.

Telah selesai melakukan Penelitian lapangan pada Pengadilan Agama Palu,
dalam rangka penyusunan Skripsi.
Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI. ;

2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah ;




6. Daftar Informan
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Tempat,

No. Nama Tanggal Lahir Pekerjaan Alamat Nomor Hp
. | Drawpsiti | JEETPONS | | gl Garuda | 08134238
Sabiha, M.H No. 5 2727
1962
Perumahan
Dra. HjNur | Makassar, 10 . Bayaoge | 08134107
2 Desember Hakim 4
Alam Baskar 1958 Recidence 5479
Blok C/2
Astrya Palu, 1 Maret . 0853 9506
3 Herawati 1987 Juru Sita JI. Lando 7893
Moh. Amin |+ 1i 27 April i 0823 4940
4 Khoroni, 1991 Advokat Padanjakaya 4877
S.Sy., M.H jakay
s | Hairullah, Tolitoli14 | oo Ee;ﬁ;“g'l‘gﬂ 0853 9619
S.H., M.H Februari 1989 B 4321
o JI. Panglima
Sinjai, 17 0811 454
6 Muhtar, S.H Agustus 1968 Advokat Polegr)g No. 636
7 Dian Palu, 26 Mei Karyawan | JI. Undatal | 0821 8855
Puspawaty 1982 BUMN No. 4 1985
8 vulianti Pakan Palu, 28 Juli | Ibu Rumah JI. Boya 0877 8757
1998 Tangga Nampa 8721
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7. Dokumentasi

Penyerahan Surat Izin Penelitian Kepada Resepsionis kantor Pengadilan
Agama Kelas I A Palu.

(Kamis, 12 Oktober 2023)

i

Wawancara Peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Palu Ibu St. Sabiha selaku
Hakim di Kantor Pengadilan Agama Kelas | A Palu

(Selasa, 17 Oktober 2023)

Wawancara Peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Palu Ibu Nur Alam Baskar
selaku Hakim di Kantor Pengadilan Agama Kelas | A Palu

(Rabu, 06 Desember 2023)
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Wawancara Peneliti dengan Bapak Muhtar selaku Advokat di Kantor Pengadilan
Agama Kelas I A Palu

(Selasa, 17 Oktober 2023)

1
. ‘ l
Wawancara Peneliti dengan Bapak Amin Khoironi selaku Advokat di Kantor
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) JI. Padanjakaya

(Rabu, 18 Oktober 2023)

|
| éL\ A

Wawancara Peneliti dengan Bapak Hairullah selaku Advokat di Kantor Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) JI. Pue Bongo

(Selasa, 31 Oktober 2023)
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Wawancara Peneliti dengan Ibu Astrya Herawati Selaku Petugas e-Court di
Kantor Pengadilan Agama Kelas | A Palu

(Selasa, 17 Oktober 2023)

Wawancara Peneliti dengan Ibu Yulianti Pakan selaku Pengguna Umum e-Court
di Rumah Informan JI. Boya Nampa

(Selasa, 12 Desember 2023)

Wawancara Peneliti dengan Ibu Dian Puspawati Pakan selaku Pengguna Umum e-
Court di Rumah Informan JI. Undata 1 No. 4

(Selasa, 19 Desember 2023)



8. Laporan Persidangan Elektronik Pengadilan Agama Palu
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Sejak Tahun

2020 — 2023.
LAPORAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK
PENGADILAN AGAMA PALU
BULAN JANUARI s.d. DESEMBER 2020
LIPA. 24
Jumlah Perkara
No Bulan Siaw Periar Diterima | Dicabut Difuiie SaaMash
Bulan Lalu Secara Secara Jumlah Dalam Proses
Elektronik Biasa
1 Januari 11 18 1 8 9 20
2 Februari 20 26 Z 13 17 29
3 Maret 29 25 5 17 22 32
4 April 32 21 3 18 21 32
5 Mei 32 22 1 16 17 37
6 Juni 37 38 40 40 35
7 Juli 35 37 6 1 24 31 41
8 Agustus 41 17 1 2 24 27 31
9 | September 31 22 1 26 27 26
10 QOktober 26 18 1 19 20 24
11 | November 24 12 3 16 19 17
12 Desember 17 9 12 12 14
1 265 24 5 233 262 14
LAPORAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK
PENGADILAN AGAMA PALU
BULAN DESEMBER 2021
Lipa 24
- Jumlah Perkara
No Bulan Sésa Perkara Diterima | Dicabut Diputus Sisa/Masih
ulan Lalu Secara Secara Jumlah Dalam Proses
_ Elektronik | Biasa
1 Januari 14 14 = - 13 13 15
2 Februari 15 28 - 1 19 20 23
3 Maret 23 25 3 - 20 23 25
4 April 25 16 2 - 7 9 32
5 Mei 32 3 - - 16 16 19
6 Juni 19 24 1 - 13 14 29
7 Juli 29 11 1 - 20 21 19
8 Agustus 19 14 2 - 13 15 18
9 September 18 17 2 - 11 13 22
10 Oktober 22 16 4 - 14 18 20
11 November 20 8 - 1 14 15 13
12 Desember 13 8 2 - 7 9 12
14 184 | a7 8 167 186 12




LAPORAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK
PENGADILAN AGAMA PALU
BULAN DESEMBER 2022
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Lipa.:
Siea Pork Jumlah Perkara :
N erkara Diputus Sisa/Masih
© Bulan Bulan Lalu Diterima Dicabut Secara Secara Hmish Dalam Proses
Elektronik Biasa
| | 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Januari 12 20 2 - 16 18 14
). i2 Februari 14 18 1 - 14 15 17
| 3 Maret 17 51 4 1 13 18 50
| 4 April 50 4 4 0 35 39 15
| 5 Mei 15 15 0 1 7 8 22
| 8 Juni 22 28 3 - 26 29 21
7 Juli 21 28 1 - 21 22 27
8 Agustus 27 27 2 1 27 30 24
9 September 24 29 1 - 31 32 21
10 Oktober 21 16 4 - 14 18 19
11 | Novemb 19 14 5 1 10 16 17
12 Desember 17 14 4 1 14 19 12
28
Laporan Persidangan Elektronik
Pengadilan Agama Palu
Bulan Januari s.d Desember 2023
Jumlah Perkara
. Diputus ¢ .
No| Bulan | SisaPerkara |, e | Dicabut Skew/Nissis
Bulan Lalu Secara Secara Dalam Proses
Elektronik | Biasa |Jomish
1 | Januari 12 31 4 - 13 17 26
2 | Februari 26 37 8 2 27 37 26
3 | Maret 26 17 4 2 17 20
4 | April 20 6 2 1 6 9 17
5 | Mei 17 7 3 1 8 12 12
6 | Juni 12 5 1 - 6 7 10
7 | Juli 10 11 3 1 7 11 10
8 | Agustus 10 12 4 - 5 9 13
9 | September t 13 12 3 - 5 8 16
10 | Oktober 16 13 2 3 6 11 18 -
11 | November 18 10 2 2 13 17 11 3
12 | Desember 11 11 4 1 8 13 9.¢: |
[ ] 12 172 40 13 121 | 1ma i
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Nurnanda

TTL : Soppeng, 18 November 2000
Agama - Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Ayah : Lukman

Nama lbu : Hajar

Alamat - JI. Kangguru

Email : nurnandalukmanll@gmail.com
No. Hp : 0822 5367 5158

DATA PENDIDIKAN FORMAL

SD/MI : SDN 2 Nalu 2007-2013
SMP/MTS : MTs Alkhairaat Sandana 2013 - 2016
SMA/MA : MAS Alkhairaat Kalangkangan 2016 — 2019

PENASEHAT AKADEMIK
Dosen Wali : Prof. Dr. Marzuki, M.H
Dosen Pembimbing | : Dr. M. Taufan B. S.H., M.Ag., M.H

Dosen Pembimbing 11 : Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H
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